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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Sunnymas
Prima Agung Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun
1999 di Kabupaten Bintan. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dan
dianalisi yakni : Bagaimana proses pelaksanaan perpanjangan Hak Guna Usaha
(HGU) PT. Sunnymas Prima Agung di wilayah Kabupaten Bintan Provinsi
Kepulauan Riau apabila terdapat bidang tanah yang telah diokupasi oleh
masyarakat? dan Bagaimana penyelesaian atas kendala dalam proses pelaksanaan
perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU)PT. Sunnymas Prima Agung di wilayah
Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan terdapat bidang tanah
yang telah diokupasi masyarakat?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian
hukum  empiris. Data  penelitian ini  dikumpulkan dengan cara
observasi,wawancara dan studi dokumen atau pustaka, kemudian diolah secara
pernyataan atau kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Sunnymas Prima Agung tidak bisa
dilaksanakan sebagaimana tahapan yang diatur akibat ditemukannya kegiatan
okupasi oleh masyarakat maupun pihak lain diatas objek Hak Guna Usaha PT.
Sunnymas Prima Agung disertai penerbitan surat keterangan tanah oleh lurah,
sehingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang serta cacat
administrasi; Pelaksanaan perpanjangan Hak Guna Usaha yang mengalami
kendala dapat diselesaikan melalui penyelesaian secara pidana oleh pihak PT.
Sunnymas Prima Agung dengan melaporkan para pihak yang terlibat dalam
kegiatan okupasi masyarakat kepada pihak berwajib untuk diproses. Kesimpulan
dari penelitian ini adalah bahwa perpanjangan Hak Guna Usaha tidak bisa
dilakukan apabila terdapat okupasi tanah oleh masyarakat, maka dari itu harus
dilakukan pelaporan kepada pihak berwajib dan mengajukan permohonan
pembatalan atas Surat Keterangan Tanah yang terbukti cacat administrasi,

sehingga pelaksanaan perpanjangan bisa dilanjutkan sesuai prosedur.

Kata Kunci : Perpanjangan Hak Guna Usaha, Okupasi Tanah.

xii



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sarana yang sangat penting untuk kehidupan manusia
dan juga untuk pembangunan. Manusia dengan tanah adalah dua hal yang tidak
bisa dipisahkan, karena kehidupan manusia tidak bisa lepas dari tanah. Tanah
tidak hanya sekedar lahan untuk bermukim, tetapi juga dapat menjadi tempat mata
pencaharian masyarakat, bahkan tanah merupakan unsur wilayah dalam
kedaulatan negara. Hal tersebut membuat masalah pertanahan menjadi masalah
pokok bagi kehidupan masyarakat, negara dan pembangunan yang menyangkut
berbagai aspek kehidupan, seperti aspek yuridis, aspek sosial, aspek ekonomi,
aspek politik yang mana diperlukan perhatian serta penanganan dan kewaspadaan
dari pemerintah.

Hal tersebut terjadi dikarenakan kebutuhan lahan tanah dan kebutuhan
manusia yang semakin meningkat sementara ketersedian tanah pun terbatas.
Dalam hal ini, negara mempunyai kewajiban untuk mengatur dan mengendalikan
persoalan yang terjadi dengan rakyatnya termasuk mengenai pertanahan agar
dapat mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur. Pemerintah sebagai
pelaksana dari kekuasaan negara juga berhak mengatur pemanfaatan tanah yang
ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Kewenangan tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan
tepatnya dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Tahun 1945

menyebutkan : “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya



dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat”. ! Pasal tersebut merupakan landasan di bidang pertanahan Indonesia yang
kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana dalam
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 1960.

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dan badan hukum
dengan hak — hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria untuk
digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana peruntukkannya. > Dalam Undang-
Undang Pokok Agraria macam-macam hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 ayat
(1) yang salah satunya mengenai Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam
pasal 28 sampai pasal 34 yang merupakan hak-hak baru guna memenuhi
kebutuhan masyarakat modern dan hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang
dikuasai langsung oleh negara, jadi tidak terhadap tanah selain tanah negara dan
tidak terjadi atas suatu perjanjian antara pemilik suatu hak milik dengan orang
lain.®

Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 mengatur bahwa Hak
Guna Usaha yang diberikan memiliki jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang

hingga 25 tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan mengajukan

! Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Ctk keduabelas,
Djambatan, Jakarta, 2008, him 3.

?lbid.,him 18.

3 AP. Parlindungan, Komentar Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju
Jakarta, 1998. HIm 160.



permohonan yang dilakukan dalam tenggang waktu 2 tahun sebelum jangka

waktu Hak Guna Usaha berakhir.*

Pada kenyataannya, proses pelaksanaan perpanjangan Hak Guna Usaha
sering terjadi permasalahan. Salah satunya yang dialami oleh PT. Sunnymas
Prima Agung. PT. Sunnymas Prima Agung yang terletak di Kabupaten Bintan,
Provinsi Kepulauan Riau dalam permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha atas
tanah yang terletak di Desa Toapaya, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan

Riau.

PT. Sunnymas Prima Agung merupakan suatu perusahaan yang
berkedudukan di Kabupaten Bintan dan bergerak dalam bidang usaha perkebunan
nanas. PT. Sunnymas Prima Agung sebagai pemegang Hak Guna Usaha dengan
dasar hukum surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. SK.
13/HGU/1991 tanggal 17 September 1991 yang selanjutnya didaftarkan dan
diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha pada tanggal 29 Oktober 1991 dengan luas
bidang tanah seluas 2.787,151 hektar atas nama PT. Sunnymas Prima Agung yang

mana Hak Guna Usaha tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Dalam waktu 1991 tersebut hingga tahun 2009 PT. Sunnymas Prima
Agung menggarap sebagian dari luas bidang tanah yang melekat Hak Guna
Usaha diatasnya sebagai perkebunan nanas dan pabrik pembuatan jus nanas.
Namun, sejak tahun 2010 terjadi penurunan kualitas buah nanas. PT. Sunnymas

Prima Agung pun selanjutnya melakukan perubahan komoditi dengan melakukan

4 Urip Santoso (1), Hukum Agraria Kajian Komprehensif, edisi 1, Ctk kesatu, Kencana,
Jakarta, 2012. him 103.



pengurusan izin peralihan usaha perkebunan dari nanas menjadi usaha perkebunan
karet kepada instansi-instansi terkait perusahaan  serta terlebih dahulu
mengajukan surat permohonan Nomor 001/SPA/1/2011 kepada Kepala Badan
Pertanahan Nasional tertanggal 13 Januari 2011. Namun surat tersebut tidak
ditanggapi secara langsung sehingga mempengaruhi jalannya operasional usaha
dan pemanfaatan tanah secara penuh yang mengakibatkan adanya laporan
identifikasi oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan
Riau yang menyatakan tanah Hak Guna Usaha atas perusahaan tersebut

terindikasi tanah terlantar.

BPN RI melalui Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau pun atas adanya
laporan identifikasi tersebut mengeluarkan peringatan kepada perusahaan dari
bulan Desember 2010 hingga Februari 2011 dan langsung menindaklanjuti
dengan terlebih dahulu mengajukan usulan penetapan tanah terlantar dan disetujui
dengan dikeluarkan keputusan yang menetapkan tanah perusahaan sebagai tanah
terlantar dengan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
18/PTT-HGU/BPN-RI1/2012 tanggal 8 Mei 2012 yang diumumkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Bintan melalui surat tertanggal 18 Juni 2012 Nomor

130/11-21.01/V1/2012.

PT. Sunnymas Prima Agung pun mengajukan tuntutan kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan registrasi nomor perkara
118/G/2012/PTUN-JKT dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan
permohonan dari PT. Sunnymas Prima Agung tertanggal 27 November 2012 dan

berkekuatan hukum tetap , namun putusan baru dieksekusi 4 tahun setelah putusan



inkracht yakni tertanggal 17 Oktober 2016, sehingga tanah tersebut dicabut
statusnya dari tanah terlantar dan kembali menjadi Tanah Hak Guna Usaha atas

PT. Sunnymas Prima Agung.

Pencabutan status tanah terlantar atas tanah Hak Guna Usaha perusahaan
hanya berlaku hingga 31 Desember 2016 sebagaimana jangka waktu Hak Guna
Usaha berakhir dan setelahnya tanah kembali menjadi berstatus tanah negara. PT.
Sunnymas Prima Agung pun mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna
Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebelum
jangka waktu berakhir atas tanah Hak Guna Usaha dengan lokasi dan luasnya
yang sama yang mana diatas tanah Hak Guna Usaha tersebut ternyata terdapat
sebagian bidang tanah yang telah diokupasi masyarakat serta sudah diberikan alas
hak masing-masing oleh Kepala Desa Toapaya saat tanah ditetapkan sebagai
tanah terlantar. Hal inilah yang menjadikan penulis berminat untuk melakukan
penelitian atas kasus yang dihadapi PT. Sunnymas Prima Agung ini, sehingga
adapun judul yang akan diangkat oleh penulis adalah PELAKSANAAN
PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA PT SUNNYMAS PRIMA AGUNG
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NO 9

TAHUN 1999 DI KABUPATEN BINTAN.

B.Rumusan Masalah

Adapun dari latar belakang yang telah dijelaskan dapat dirumuskan 2
rumusan masalah, yaitu :
1. Bagaimana proses pelaksanaan perpanjangan Hak Guna Usaha

(HGU) PT. Sunnymas Prima Agung di wilayah Kabupaten Bintan



Provinsi Kepulauan Riau apabila terdapat bidang tanah yang telah
diokupasi oleh masyarakat?

2. Bagaimana penyelesaian atas kendala dalam proses pelaksanaan
perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU)PT. Sunnymas Prima Agung di
wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan

terdapat bidang tanah yang telah diokupasi masyarakat?

C.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas
adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberian perpanjangan Hak
Guna Usaha kepada PT. Sunnymas Prima Agung di wilayah
Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau apabila terdapat bidang
tanah yang telah diokupasi masyarakat.

2. Untuk mengetahui proses penyelesaian atas kendala dalam
perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Sunnymas Prima Agung di
wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan

terdapat bidang tanah yang telah diokupasi masyarakat.



D.Tinjauan Pustaka

Hak - hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak perseorangan. Hak-hak
perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang
haknya ( perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum)
untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan dan atau menggambil
manfaat dari bidang tanah tersebut.®

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak ada pengertian yang jelas
mengenai apa yang dimaksud dengan tanah, penjelasan terkait tanah dapat
ditemukan secara tersirat dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “ Atas dasar hak
mengusai dari negara atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan
adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-
sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.® Oleh karena itu, hak atas
tanah pada asasnya adalah hak atas permukaan bumi yang berbatas, berdimensi
dua dengan ukuran panjang dan lebar.’

Hak - hak atas tanah dilihat dari segi asal tanahnya terbagi dalam dua
pengelompokkan, vyaitu : Pertama, hak — hak atas tanah yang bersifat primer.
Kedua, hak — hak atas tanah bersifat sekunder. Pengertian hak-hak atas tanah
bersifat primer adalah hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara

langsung oleh seseorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dapat

5> Urip Santoso(ll), Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Ctk ketiga, Kencana,
Jakarta, 2007, him 82.

6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

"Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Penyusunan UUPA dan
Pelaksanaannya,Djambatan,Jakarta,2007,him 18.



dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya. Dalam Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer,
yaitu:®

1. Hak Milik;

2. Hak Guna Usaha;

3. Hak Guna Bangunan;dan

4. Hak Pakai.

Sedangkan pengertian hak-hak atas tanah bersifat sekunder adalah hak

atas tanah yang bersifat sementara karena hak-hak tersebut dinikmati dalam waktu
terbatas dan dimiliki oleh orang lain. Hal ini sesuai dalam Pasal 53 UUPA yang
mengatur mengenai hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu :°

Hak Sewa Untuk Bangunan;
Hak Gadai;

Hak Usaha Bagi Hasil;

Hak Menumpang; dan

Hak Sewa Tanah Pertanian.

a ke

Hak — hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 jo Pasal 53 UUPA
tidak bersifat limitatif, artinya disamping hak-hak atas tanah yang disebutkan
dalam UUPA, nantinya dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang diatur

secara khusus dengan Undang-Undang.

Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh

pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua, yaitu:°

8 Supriadi, Hukum Agraria, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, him. 64.
®Ibid.

10 Darwin Ginting, Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis, Ghalia
Indonesia, Bogor, 2010, him 67-68.



1.Wewenang Umum

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah
mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahya, termasuk juga
bumi, air dan ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah
itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum
lain yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) UUPA)

2. Wewenang Khusus

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah
mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan
macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah hak milik
adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan
bangunan, wewenang pada tanah hak guna bangunan adalah
menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan diatas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah
hak guna usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan
perusahaan dibidang pertanian, perikanan, peternakan atau
perkebunan.

Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan penelitian pada bidang
Hak Guna Usaha. Adapun tinjauan mengenai Hak Guna Usaha akan dijelaskan

sebagai berikut :

Pengertian Hak Guna Usaha

Ketentuan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) disebutkan dalam Pasal 16
ayat (1) huruf b UUPA. Secara khusus diatur dalam pasal 28 sampai dengan pasal
34 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat (2) UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai Hak
Guna Usaha diatur dengan peraturan perundangan. Peraturan yang dimaksudkan

disini adalah Peraturan pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
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Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, secara khusus diatur dalam Pasal 2 sampai
dengan Pasal 18.1
Pengertian Hak Guna Usaha menurut Pasal 28 ayat (1) UUPA adalah hak
untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka
waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 guna perusahaan pertanian,
peternakan atau perikanan. PP No. 40 Tahun 1996 menambahkan guna
perusahaan perkebunan.
Subjek Hak Guna Usaha
Pihak yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Usaha (subjek hukum)
menurut Pasal 30 Undang-Undang Pokok Agraria jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah
No. 40 Tahun 1996 adalah sebagai berikut :
1. Warga Negara Indonesia
2. Badan Hukum vyang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia ( badan hukum Indonesia). Tentang badan-
badan hukum, dalam memori penjelasan Pasal 30, ditentukan bahwa
hanya badan-badan hukum yang bermodal Nasional yang progresif
yang boleh mempunyai Hak Guna Usaha.
Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa :
“apabila pemegang Hak Guna Usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek
Hak Guna Usaha, maka dalam waktu 1 ( satu ) tahun wajib melepaskan atau

mengalihkan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Kalau hal

11 Urip Santoso(l),op.cit., him 101
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tersebut tidak dilakukan, maka Hak Guna Usahanya hapus karena hukum dan
tanahnya menjadi tanah Negara”.'?
Asal Hak Guna Usaha

Asal tanah Hak Guna Usaha adalah tanah negara. Meskipun Hak Guna
Usaha hanya bisa diatas tanah negara, akan tetapi dalam ketentuan pasal 4
Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 maka Hak Guna Usaha bisa berasal dari
tanah hak. Apabila asal tanah Hak Guna Usaha berupa tanah hak, maka tanah
tersebut harus dilakukan pelepasan atau penyerahan hak oleh pemegang hak
dengan pemberian ganti kerugian oleh calon pemegang Hak Guna Usaha dan
selanjutnya mengajukan permohonan pemberian Hak Guna Usaha kepada Badan
Pertanahan Nasional. Sementara, apabila tanahnya berasal dari kawasan hutan,
maka tanah tersebut harus dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan ( Pasal 4
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996)."
Terjadinya Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha dapat terjadi dengan adanya penetapan Pemerintah.
Terjadinya Hak Guna Usaha karena penetapan Pemerintah sebagaimana diatur
dalam pasal 31 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu : “ Hak Guna Usaha terjadi
karena adanya penetapan pemerintah”. Artinya, mekanisme yang ditempuh adalah
dengan melalui proses pemberian hak atas tanah.}* Hak Guna Usaha yang terjadi

dengan penetapan pemerintah terjadi melalui permohonan pemberian Hak Guna

12 QOloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad, Hukum Agraria di Indonesia: Konsep Dasar
dan Implementasi, Ctk kesatu, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta,2006 him 119.

13 Urip Santoso (I1).op.cit., him 99.
14 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
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Usaha oleh pemohon kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indoneia

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran
Tanah tertentu mengatur terkait pihak yang berwenang untuk memberikan Hak
Atas Tanah kepada subjek hak atas tanah tersebut khususnya diatur Pasal 8 yang
menyatakan bahwa Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberi
keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak
lebih dari 200 hektar ( 2.000.000 m?). Apabila luas tanahnya lebih dari 200 hektar
( 2.000.000 m?) maka yang berwenang memberikan Hak Guna Usaha adalah

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.®
Perpanjangan Hak Guna Usaha

Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah masuk ke dalam kategori
pendaftaran karena perubahan data yuridis, karena terjadinya perubahan jangka
waktu berlakunya hak tersebut yang dicantumkan dalam sertifikat tanah yang

bersangkutan, sungguhpun tidak terjadi perubahan subjek dan objeknya.

Berdasarkan  ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Negeri
Agraria No. 9 Tahun 1999 ditegaskan bahwa maksud dari perpanjangan hak
adalah penambahan jangka waktu berlakunya suatu hak atas tanah tanpa

mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut, yang permohonannya

15 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah
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dapat diajukan sebelum jangka waktu berlakunya hak atas tanah yang

bersangkutan berakhir.

Perpanjangan hak tersebut hanya berlaku terhadap jenis hak atas tanah
yang mempunyai masa berlaku hak atau jangka waktu haknya terbatas salah
satunya yakni Hak Guna Usaha. Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996
mengatur jangka waktu Hak Guna Usaha adalah untuk pertama kalinya paling
lama 35 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, dan
diperbaharui paling lama 25 tahun.'® Dalam Peraturan Pemerintah No 40 Tahun
1996 dan Peraturan Menteri Negeri Agraria No. 9 Tahun 1999 ditentukan bahwa

hak atas tanah dapat diperpanjang jika memenuhi syarat:*’

1. tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat
dan tujuan pemberian hak tersebut;

2. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh
pemegang hak; dan

3. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

Permohonan pembaharuan Hak Guna Usaha diajukan oleh pemegang
hak apabila jangka waktu Hak Guna Usaha sudah berakhir sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999.
Perpanjangan atau pembaharuan tersebut dicatat dalam buku tanah pada Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.

16 Urip Santoso(l) ,op.cit., .nim 103

7Yamin Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi, Ctk kedua, Mandar
Maju,Bandung, 2010, him 295.
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Adapun tata cara pembaharuan diberlakukan secara mutatis mutandis
dengan ketentuan dalam tata cara pemberian Hak Guna Usaha pertama kali yang
diatur dalam Pasal 18 hingga Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9

Tahun 1999 , tata cara pembaharuan Hak Guna Usaha secara ringkas terdiri dari

.18

1. permohonan pembaharuan Hak Guna Usaha diajukan secara tertulis
kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
setempat atau kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (sesuai
kewenangan) melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi setempat dengan tembusannya disampaikan kepada
Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi tanah yang
bersangkutan.

2. permohonan tersebut memuat keterangan mengenai identitas
pemohon, keterangan mengenai data fisik dan yuridis dari tanahnya,
serta keterangan lain yang dianggap perlu.

3. permohonan tersebut juga harus dilampiri dengan dokumen

pendukung.

Keputusan ataupun ketetapan mengenai dikabulkannya permohonan
perpanjangan Hak Guna Usaha mulai berlaku sejak didaftarkannya Keputusan

Pemberian Hak Guna Usaha di Kantor Pertanahan dan disampaikan kepada

18 peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Penggelolaan.
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pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya

keputusan tersebut kepada pihak yang berhak.!®

Berdasarkan penjelasan tersebut dijelaskan bahwa perpanjangan jangka
waktu suatu hak tidak mengakibatkan hak tersebut hapus atau terputus, oleh
karena itu untuk pendaftarannya tidak perlu dibuatkan buku tanah dan sertifikat

baru.?°

E.Metode Penelitian

Dalam pengerjaan penelitian ini penulis menggunakan metode dan teknik
penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris artinya suatu
penelitian dengan mengkaji permasalahan berdasarkan fakta yang terjadi
di lapangan dan penelitian ini didasarkan dari data primer. Penelitian
hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
dilakukan dengan dua cara yaitu :

a) Pendekatan Normatif

19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

20 Yamin Lubis, Loc.cit
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Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan
dengan cara mempelajari bahan pustaka yang erat hubungannya
dengan pelaksanaan perpanjangan hak guna usaha (HGU) di suatu
wilayah dan penyelesaian kendala dalam pelaksanaan yang dapat
dilakukan dengan pendekatan dari segi hukum melalui perundang-
undangan, buku-buku literatur yang berkaitan  dengan
permasalahan yang di bahas.

b) Pendekatan Empiris

Pendekatan masalah yang dilakukan dengan melalui
penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi dan data-data
dengan mewawancarai pihak —pihak dari Kantor Wilayah
Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Pertanahan
Kabupaten Bintan dan pihak perusahaan PT. Sunnymas Prima
Agung serta pihak dari Kepala Desa Toapaya.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam hal ini adalah pelaksanaan dalam
proses perpanjangan Hak Guna Usaha terhadap badan hukum serta
mekanisme penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan proses
perpanjangan Hak Guna Usaha.
4. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah:

a) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Kepulauan Riau
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b) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, Provinsi
Kepulauan Riau.
c) Direktur Perusahaan PT. Sunnymas Prima Agung
d) Kepala Desa Toapaya, Kabupaten Bintan.
5. Lokasi Penelitian
Penelitian akan dilaksanakan di wilayah kabupaten Bintan,
Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kantor Wilayah Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, PT.
Sunnymas Prima Agung, dan Kantor Kepala Desa Toapaya.
6.Sumber Data Penelitian
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa
data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh
dari studi lapangan vyaitu hasil wawancara dengan narasumber.
Sedangkan data sekundermencakup tiga bahan hukum vyaitu :
a) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersifat
mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-
Pokok Agraria
2. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak

Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
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3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 Tentang
Pelimpahan Kewenangan dan Pendaftaran Tanah..

4. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak
Pakai atas Tanah.

b) Bahan Hukum Sekunder vyaitu bahan hukum yang
diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari buku-
buku ilmu pengetahuan hukum, buku-buku yang berkaitan
dengan hukum agraria.

7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini,

maka penulis melakukan penelitian dengan cara :

a. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang didapatkan untuk
data primer.Dalam rangka pengumpulandata ini, penulis
menggunakan teknik pengumpulan dataantara lain sebagai
berikut :

1. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan
langsung terhadap objek yang diteliti.

2. Interview (wawancara), yaitu mengadakan tanya jawab
kepada sejumlah informasi untuk memperoleh informasi
dan data—data mengenai permasalahan yang relevan

dengan penelitian ini.
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b. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data—datasekunder,
dan dengan cara membaca berbagai literaturatau buku—buku,
karangan dan dokumen lain serta catatan—catatan lainnya
yang relevan dalam penulis ini.

8.Analisis Data
Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan
pokok permasalahan yang akan dibahas.

b. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh
mengenai kelengkapannya serta kejelasan.

c. Kilasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok
bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.

d. Penyusunan Data, yaitu data susun menurut aturan yang
sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan

jawaban permasalahan yang diajukan.
F.Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan hukum ini mengacu pada
pedomana teknik penulisan skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta. Penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 bab, masing-
masing bab saling berkaitan. Adapun penjelasan singkat mengenai penulisan

hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :
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BAB |

Dalam bab ini terkandung pendahuluan yang merupakan latar belakang
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode
penelitian dan sistematika pemabahasan. Bab ini merupakan awal
pemaparan alasan penulis memilih judul ini sebagai judul dari skripsi
penulis.

BAB I

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum Hak Guna Usaha menurut
Undang-Undang Pokok-Pokok  Agraria. Selanjutnya membahas
mengenai hak atas tanah, hak guna usaha secara detail, tata cara
permohonan dan pemberian hak guna usaha berdasarkanPeraturan
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun
1999.

BAB Il

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi wilayah Kabupaten Bintan dan
dekripsi mengenai PT. Sunnymas Prima Agung Dalam bab ini juga lebih
menekankan pada aspek pelaksanaan perpanjangan hak guna usaha
kepada PT. Sunnymas Prima Agung dan juga membahas penyelesaian
terkait kendala dalam pelaksanaan perpanjangan hak guna usaha kepada
PT. Sunnymas Prima Agung sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.
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BAB IV

Bab ini berisi kesimpulan yang penulis peroleh dari pembahasan bab-bab
sebelumnya, serta sasaran yang dapat dijadikan sebagai masukan agar
terciptanya penyelesaian kendala dalam pelaksanaan perpanjangan hak
guna usaha antara Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau,

Kantor Pertanahan Kabupaten dan PT. Sunnymas Prima Agung

G.Daftar Pustaka
H. Lampiran
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TINJAUAN UMUM TENTANG HAK GUNA USAHA
MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

A. Hak Atas Tanah
1. Pengertian

Tanah adalah permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi

juga sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan sebagian ruang yang ada

diatasnya.?! Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rowton Simpson

dalam Parlindungan bahwa :%2

a. tanah adalah tidak bergerak sehingga secara fisik tidak dapat
diserahkan atau dipindahkan atau dibawa;

b. tanah bersifat abadi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah adalah :%3

a. permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;

b. keadaan bumi di suatu tempat;

c. permukaan yang diberi batas;

d. bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu.

Apabila dikaitkan dengan pengertian tanah menurut berbagai sistem

hukum di berbagai negara, terdapat persamaan pengertian tanah, yaitu : tanah

merupakan permukaan bumi; pemilikannya terhadap yang ada di permukaan

21 Boedi Harsono, Op.Cit, him 265.
22 AP Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Ctk. Kesatu, Mandar Maju,

Bandung, 1990, him 14.

2Ibid,hlm 17.

22
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bumi; penggunaannya juga terhadap sebagian yang ada di atas bumi dan tubuh
bumi. Mengenai penggunaan diatas bumi misalnya, harus disesuaikan dengan
batasnya, yakni : keperluannya, kemampuan dari tanahnya, dan kewajaran serta
ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Perbedaan mengenai pengertian tanah
tersebut terletak pada status bangunan dan tanaman yang ada atas tanah
tersebut serta status kekayaan alam yang terkandung di bawah permukaan
bumi.?

Pasal 4 ayat (1) UUPA mengartikan tanah sebagai permukaan bumi.
Dengan demikian, hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Selanjutnya
ayat (2) dari Pasal 4 tersebut menyatakan bahwa hak-hak atas tanah tersebut
memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan,
demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan
tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan
peraturan-peraturan hukum lainnya. Sebagai contoh , seorang pemilik sebidang
tanah yang akan menggunakan tanahnya untuk membangun rumah tinggal,
selain menggunakan tanah itu sendiri, otomatis juga akan menggunakan ruang
diatas tanah tersebut untuk tinggi bangunan rumah dan ruang untuk pondasi
bangunan rumah. Dengan demikian, kewenangan penggunaan hak tersebut
diperluas.®

Oleh karena itu, dapat diartikan hak atas tanah adalah hak yang

memberi wewenang kepada pemegang haknya ( perseorangan, sekelompok

24 Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad,Op.Cit , him 72
B1bid , him 71.
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orang bersama-sama, badan hukum) untuk memakai dalam arti menguasai,
menggunakan dan atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu.?®

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada
pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari

(13

tanah yang dihakinya. Perkataan “ menggunakan” mengandung pengertian
bahwa hak atau tanah itu digunakan untuk kepentingan bangunan, sedangkan
perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah
itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk
kepentingan, pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.?’

Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai eksistensi
seseorang, kebebasan, serta harkat dirinya sebagai manusia. Terpenuhinya hak
dasar merupakan syarat tumbuh dan berkembangnya hak-hak politik, karena
penguasaan terhadap sebidang tanah melambangkan nilai-nilai kehormatan,
kebanggaan dan keberhasilan pribadi.

2. Dasar Pengaturan Hak Atas Tanah

Hak atas tanah diatur dalam Bab Il Undang-Undang Pokok Agraria.

Pengaturan keberadaan dan macam-macam hak atas tanah ditemukan dalam

Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 Undang-Undang Pokok

Agraria.?®

26 Urip Santoso ( I1) , Op.Cit, him 82.
27| bid.
28 QOloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad,Op.Cit , him 74.
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Pasal Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria
menyatakan :2°

“(1) atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam
pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi,
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain
serta badan-badan hukum.

(2) hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian
pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini
dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan :*°
“(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat
(1) ialah :

a. hak milik,

b. hak guna usaha,

c. hak guna bangunan,

d. hak pakai,

e. hak sewa,

f. hak membuka tanah,

g. hak memungut hasil hutan,

h.hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut
diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta
hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan
dalam pasal 53.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, sistematika
hak-hak atas tanah didasarkan pada sistematika Hukum Adat. Hak atas tanah

yang sebenarnya adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,

2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.

%0 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.
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Hak Pakai dan Hak Sewa. Sedangkan, Hak Membuka Tanah dan Hak
Memungut Hasil Hutan bukan hak atas tanah dalam artian yang sebenarnya
karena tidak memberi wewenang untuk menggunakan tanah seperti yang
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria . Hak
Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan merupakan bentuk
pengejawantahan” Hak Ulayat dalam hal hubungan para warga masyarakat
adat yang bersangkutan dengan tanah ulayatnya. Hal ini sebagaimana
dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu “
Hak membuka hutan dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam
hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur dengan Peraturan
Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas daripada kepentingan
orang atau masyrakat hukum yang bersangkutan.” Oleh karena itu, Pasal 46
ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan: “ dengan
mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah, tidak dengan sendirinya
diperoleh hak milik atas tanah itu.” Hak Memungut Hasil Hutan sendiri
termasuk bidang kehutanan.!

Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria masih memungkinkan hak-
hak atas tanah yang bersifat sementara.®> Hak-hak atas tanah yang bersifat
sementara ini diatur dalam Pasal 53 yang menyatakan :*3

“(1) hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang diamksud dalam pasal

16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak
menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi

31 Boedi Harsono, Op.Cit., him 288-289
32 Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad,Op.Cit., him 75.

3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.
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sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-
hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.
(2) ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-
peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.
Sifat sementara dari hak-hak yang dimaksud pasal 53 Undang-Undang
Pokok Agraria karena terdapat unsur-unsur pemerasan yang dipandang
bertentangan dengan semangat Undang-Undang Pokok Agraria yang
diharapkan sebagai pembawa kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat
Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, apabila dalam kenyataan sosial di

Indonesia masih ditemukan hak-hak tersebut maka hal itu secara bertahap

harus dihapuskan dari sistem Hukum Tanah Nasional.3

3. Fungsi Sosial
Hak atas tanah ini mengandung fungsi sosial seperti yang tercantum

dalam Pasal 6 UUPA yang berbunyi sebagai berikut :3
“ Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”

Tidak hanya hak milik akan tetapi semua hak atas tanah tanpa
terkecuali. Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan
perseorangan. Fungsi sosial hak-hak atas tanah mewajibkan pada yang
mempunyai hak unutuk tetap mempergunakan tanahnya sesuai dengan
keadaannya, ini artinya : Keadaan tanahnya serta sifat dan tujuan pemberi
haknya. Jika kewajiban itu sengaja diabaikan maka hal tersebut akan

mengakibatkan hapusnya ataupun batalnya hak yang bersangkutan. Dalam hal

3 Qloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad,Op.Cit., him 76.

% Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria
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demikian tanah termasuk pada golongan ditelantarkan dan membuat tanah
tersebut kepambali menjadi berstatus tanah negara.

4. Macam-Macam Hak Atas Tanah
a. Hak Milik

Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan
mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Turun temurun artinya Hak Milik atas
tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan apabila
pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya akan dilanjutkan oleh ahli
warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. **Terkuat,
artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas
tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah
dipertanankan dan gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus.®’
Terpenuh, artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada
pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain,
dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dan penggunaan
tanahnya lebih luas dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.%® Hak
milik atas tanah dapat dipunyai oleh perseorangan warga negara Indonesia

dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah.

3 Effendi Perangin, Op.Cit., him 236
%Ibid, him 237.
B1bid.
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b. Hak Guna Usaha

Pengertian Hak Guna Usaha menurut Pasal 28 ayat (1) UUPA
adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara
dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 guna perusahaan
pertanian, peternakan atau perikanan. PP No. 40 Tahun 1996 menambahkan
guna perusahaan perkebunan.

c. Hak Guna Bangunan

Pasal 35 UUPA memberikan pengertian Hak Guna Bangunan
adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang
bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan
dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.

d. Hak Pakai

Menurut Pasal 41 Ayat (1) UUPA yang dimakasud dengan hak
pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah
yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang
memebri wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa
atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan
dengan jiwa dan ketentuan UUPA. Perkataan menggunakan dalam hak
pakai menunjuk pada pengertian bahwa hak pakai digunakan untuk

kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan ‘“memunggut
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hasil” dalam hak pakai menunjuk pada pengertian bahwa hak pakai
digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan.

e. Hak Sewa Untuk Bangunan
Hak sewa untuk bangunan adalah hak yang dimiliki seseorang atau

badan hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah Hak
Milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dan dalam
jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pemilik tanah dengan pemegang
hak sewa untuk bangunan.

f. Hak Gadai (Gadai Tanah)
Penyerahan sebidang tanah milik seseorang kepada orang lain

untuk sementara waktu yang sekaligus diikuti dengan pembayaran sejumlah
uang ke pihak lain secara tunai sebagai uang gadai dengan ketentuan bahwa
pemilik tanah baru memperoleh tanahnya kembali apabila melakukan
penebusan dengan sejumlah uang yang sama.

g. Hak Usaha Bagi Hasil ( Perjanjian Bagi Hasil)
Menurut Boedi Harsono yang dimaksud dengan Hak Usaha Bagi

Hasil adalah hak seseorang atau badan hukum untuk menyelenggarakan
usaha pertanian diatas tanah kepunyaan pihak lain dengan perjanjian bahwa
hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang telah
disetujui sebelumnya.3®

h. Hak Menumpang
Menurut Boedi Harsonohak menumpang yaitu hak yang memberi

wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah diatas

tanah perkarangan milik orang lain. Diatas tanah itu mungkin sudah ada

39 Boedi Harsono, Op.Cit., him 310.
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rumah lain kepunyaan pemilik tanah, tetapi mungkin juga tanah itu
merupakan tanah perkarangan yang semula masih kosong.*°

I. Hak Sewa Tanah Pertanian
Hak sewa tanah pertanian adalah suatu perbuatan hukum dalam

bentuk penyerahan pengguasaan tanah pertanian oleh pemilik tanah
pertanian kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan sejumlah uang
sebagai sewa yang ditetapkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

B.Hak Guna Usaha
1. Isi dan Sifat

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan : “ Hak
Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung
oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna
perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peteranakan, dan
perkebunan”. Ada tiga unsur penting dari ketentuan tersebut adalah : 4
a. Hanya diatas tanah negara
Hak Guna Usaha merupakan hak menguasai yang diperoleh
dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sehingga tidak
dimungkinkan adanya Hak Guna Usaha yang berasal dari suatu
pendirian Hak Guna Usaha diatas Hak Milik.Apabila hal tersebut
dimungkinkan, maka terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang

terkandung dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.*?

“Olpid,hlm 321.
41 Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad,Op.Cit., him 113.
“|bid.
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Tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha telah diatur dalam pasal
4 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 sebagai berikut :43

1) tanah yang diberikan dengan hak guna usaha adalah tanah
negara.

2) dalam hal tanah yang akan diberikan dengan hak guna
usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan
hutan, maka pemberian hak guna usaha dapat dilakukan
setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari
statusnya sebagai kawasan hutan.

3) pemberian hak guna usaha atas tanah yang telah dikuasai
dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku,
pelaksanaan ketentuan hak guna usaha tersebut baru dapat
dilaksanakan setelah terselesainya pelepasan hak tersebut
sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4) dalam hal diatas tanah yang akan diberikan dengan hak
guna usaha itu terdapat tanaman danatau bangunan milik
pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang
sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti
kerugian yang dibebankan kepada pemegang hak guna

usah baru.

43 Supriadi,Op.Cit.,hIm 111.
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5) ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.

Berbagai peraturan perundang-undangan merumuskan bahwa
tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara sebagaimana
dimaksud dalam UUPA. Makna “ langsung dikuasai negara” berarti
secara langsung menjadi objek dari hak menguasai negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 dan Pasal 2 ayat (2) UUPA. Seluruh tanah di wilayah
NKRI merupakan objek dari Hak Menguasai Negara. Namun ,apabila
sudah melekat hak atas tanahya maka tidak langsung dikuasai
negara.**

b. Penggunaannya hanya untuk usaha pertanian, perikanan,
peternakan, dan perkebunan.

Penggunaan Hak Guna Usaha ditujukan untuk perusahaan
yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan
perkebunan. Pertanian yang dimaksud adalah pertanian berskala besar
seperti perkebunan dan berskala kecil; Perikanan disini meliputi
pertambakan dan kolam ikan;dan peternakan adalah penggembalaan

ternak. Jadi, penggunaannya bersifat limitatif.*°

4 Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad, Op.Cit., him 114,
“pid, him 117.
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c. Jangka waktu dan luas

Pasal 29 UUPA menyatakan :4°

1) hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25
tahun.

2) untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih
lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling
lama 35 tahun.

3) atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan
perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1
dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling
lama 25 tahun.

Penjelasan Pasal 29 UUPA menyatakan bahwa menurut sifat
dan tujuannya, hak guna usaha adalah hak yang waktu berlakunya
terbatas. Jangka waktu 25 tahun atau 35 tahun dengan kemungkinan
memperpanjang dengan 25 tahun dipandang sudah cukup lama untuk
keperluan pengusahaan tanaman yang berumur panjang.*’

Pengaturan jangka waktu Hak Guna Usaha yang lebih rinci
dapat dilihat pada Pasal 8-10 PP No0.40 Tahun 1996 yang pada intinya
menyatakan sebagai berikut:*

1) jangka waktu Hak Guna Usaha paling lama 35 tahun,

namun itu dapat diperpanjang untuk jangka waktu 25

% Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.

47 Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad,Op.Cit., him 117.
*|pid,hIm 117-118.
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tahun dan jika jangka waktu pemberian dan perpanjangan
itu pun sudah berakhir dapat diberikan diatas tanah yang
sama. Perlu ditegaskan bahwa perpanjangan jangka waktu
tidaklah menghentikan berlakunya HGU tersebut,
melainkan tetap berlangsung menyambung pada jangka
waktu semula.

2) perpanjangan dan pembaharuan hak tidak harus
dikabulkan. Dengan perkataan lain hal itu baru dapat
dikabulkan jika memenuhi syarat: (a) tanahnya masih
diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan
tujuan pemberian hak tersebut; (b) syarat-syarat pemberian
hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; (c)
pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang
hak. Permohonan perpanjangan dan pembaharuan Hak
Guna Usaha diajukan selambat-lambatnya 2 tahun
sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha
tersebut.

3) khusus untuk kepentingan penanaman modal, permohonan
perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha dapat
dilakukan sekaligus dengan membayar uang pemasukan
yang ditentukan untuk itu pada saat pertama Kkali
mengajukan permohonan Hak Guna Usaha. Jika uang

pemasukkan telah dibayar ssekaligus, maka untuk
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perpanjangan atau pembaruan Hak Guna Usaha hanya

dikenakan biaya administarsi yang besarnya ditetapkan

oleh Kepala BPN setelah mendapat persetujuan Menteri

Keuangan. Persetujuan untuk memberikan perpanjangan

atau pembaruan dan perincian uang pemasukkan

dicantumkan dalam keputusan pemberian Hak Guna

Usaha tersebut.

Terkait dengan Hak Guna Usaha bagi perkebunan,
perpanjangan tersebut diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional
dengan terlebih dahulu meminta penilaian dari Menteri Pertanian yang
menilai bahwa pemegang hak telah memenuhi seluruh kewajiban dan
melaksanakan pengelolaan perkebunan. Jika jangka waktu
perpanjangan telah selesai maka pemegang hak tidak dapat
memperpanjang kembali Hak Guna Usaha tersebut melainkan
pemegang hak tersebut diberikan Hak Guna Usaha yang baru.
Meskipun demikian, Menteri Pertanian dapat mengusulkan kepada
Badan Pertanahan Nasional dapat menghapus Hak Guna Usaha dari
pemegang hak jika menurut penilaian Menteri Pertanian bahwa
pemegang hak tidak memanfaatkan tanah perkebunan sesuai dengan
yang dipersyaratkan dan juga menelantarkan tanah perkebunan selama

tiga tahun berturut-turut sejak diberikannya Hak Guna Usaha kepada
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pemegang hak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal
12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.*®
Ketentuan luas tanah Hak Guna Usaha yang diatur dalam

Pasal 28 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960, yaitu : “ Hak Guna Usaha
diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan
ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai
investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai
dengan perkembangan zaman”. Dari ketentuan tersebut dapat
diketahui bahwa Hak Guna Usaha tidak hanya disediakan untuk
perusahaan besar. Pengusaha dengan modal yang tidak besar juga
diberikan kesempatan untuk berusaha dalam bidang pertanian,
perkebunan, perikanan dan peternakan dengan memakai tanah negara.
Tanah yang luasnya kurang dari 5 hektar dipandang terlalu kecil untuk
usaha-usaha yang dimaksudkan itu. Untuk usaha- usaha tersebut
tanahnya dapat dikuasai dengan Hak Milik atau Hak Pakai.*

2. Subjek Hak Guna Usaha
Pengaturan subjek Hak Guna Usaha dapat dilihat pada Pasal 30 ayat

(1) UUPA jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 yang

menyatakan sebagai berikut :>!

1) Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah :

49 Teguh Prasetyo, Kadarwati Budiharjo dan Purwadi, Hukum dan Undang-Undang
Perkebunan, Ctk-kesatu, Nusa Media, Bandung, 2013, him 96-97.

%0 Effendi Perangin, Op.Cit., him 262.

5l Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.
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a. Warga Negara Indonesia
Sebagai subjek hukum Warga Negara Indonesia memiliki
otoritas untuk melakukan kewajiban dan mendapatkan haknya.
Dengan kata lain, Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki
kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu
termasuk mengadakan suatu perbuatan hukum yang menyangkut
dengan tanah dan hak-hak atas tanah.
b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.
2) Orang atau badan hukum yang mempunyai Hak Guna Usaha dan
tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat
1 pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau
mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh Hak
Guna Usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika Hak Guna
Usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam
jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan
ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut
ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan rumusan Pasal 30 UUPA dapat diketahui bahwa Undang-
Undang memperkuat subjek hukum yang dapat menjadi pemegang hak atas
tanah. Setiap badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum Negara

Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat menjadi pemegang
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Hak Guna Usaha, selain orang perseorangan Warga Negara Indonesia tunggal.
Hal ini berarti tidak mempertimbangkan sumber asal dana yang merupakan
modal dari badan hukum tersebut. Perusahaan-perusahaan yang didirikan
dalam rangka penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman
modal dalam negeri harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi.>
Apabila pemegang Hak Guna Usaha tersebut tidak lagi memenuhi
syarat, maka ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
menyatakan :>
“ (1) pemegang Hak Guna Usaha yang tidak lagi memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, dalam jangka waktu satu
tahun wajib melepaskan atau mengalihkan Hak Guna Usaha
itukepada pihak lain yang memenuhi syarat.
(2) apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Hak Guna Usaha itutidak dilepaskan atau dialihkan, Hak Guna
Usaha tersebut hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah
Negara.
3. Objek Hak Guna Usaha
Dalam uraian mengenai isi dan sifat sesungguhnya , secara tidak
langsung sudah tampak bahwa objek dari Hak Guna Usaha adalah tanah negara
( Pasal 28 UUPA jo Pasal 4 ayat (1) PP No.40 Tahun 1996), dengan catatan :>*
a) apabila tanah yang akan dijadikan objek Hak Guna Usaha adalah

kawasan  hutan yang dapat dikonversi, maka terhadap tanah

52 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak — Hak Atas Tanah, Ctk-keempat,
Kencana, Jakarta, 2007, him 151.

53 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.

% Qloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad,Op.Cit., him 119.
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tersebut dimintakan terlebih dahulu pelepasan kawasan hutan dari
Menteri Kehutanan.

b) jika tanah yang akan dijadikan objek Hak Guna Usaha itu adalah
tanah yang sudah mempunyai hak, maka hak tersebut harus
dilepaskan terlebih dahulu.

c) Apabila diatas tanah yang dimohon terdapat tanaman dan atau
bangunan milik orang lain yang keberadaannya berdasarkan alas
hak yang sah, maka pemilik tanaman atau bangunan tersebut harus
mendapat ganti rugi dari pemegang hak baru.

Demikian juga, apabila pemberian Hak Guna Usaha dilakukan atas
tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku,
maka pemberian Hak Guna Usaha itu baru dapat dilaksanakan setelah
diselesaikannya pelepasan hak tersebut. Hal in sesuai dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.%

Selanjutnya, dalam rumusan Pasal 4 ayat (4) disebutkan bahwa
apabila di atas tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha tersebut terdapat
bangunan dan/atau tanaman milik pihak lain yang keberadaannya sah secara
hukum, maka pemegang Hak Guna Usaha dibebankan untuk memberikan ganti
kerugian kepada pemilik bangunan/tanaman yang ada di areal itu sebagai
penghargaan terhadap hak atas tanah yang dihaki oleh pemegang hak

sebelumnya.

%°Ibid, him 120.
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Dalam penetapan besarnya ganti rugi terdapat beberapa hal yang harus
diperhatikan, yaitu : penetapannya harus didasarkan atas musyawarah antara
Panitia Penaksir dengan para pemegang hak atas tanah dan penetapannya harus
memperhatikan harga umum setempat, disamping faktor-faktor lain yang
mempengaruhi harga tanah. Selain itu perlu dipertimbangkan adanya faktor-
faktor non fisik dalam penentuan besarnya ganti rugi. Misalnya, turunnya
penghasilan pemegang hak dan ganti kerugian yang disebabkan karena harus
melakukan perpindahan tempat/pekerjaan.

4. Pejabat yang Berwenang Memberikan Hak Guna Usaha

Pejabat yang berwenang memberikan Hak Guna Usaha ialah Menetri
Dalam Negeri dan Gubernur / Kepala Daerah menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972. Gubernur berwenang memberikan
keputusan mengenai permohonan pemberian, perpanjangan jangka waktu atau
pembaruan, izin permintaan dan menerima pelepasan Hak Guna Usaha atas
tanah negara jika : %

a. luas tanahnya tidak melebihi 25 hektar;

b. peruntukkannya bukan untuk tanaman keras;

c. perpanjangan jangka waktunya tidak lebih dari 5 tahun ( Pasal 3

Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972).

Menteri Dalam Negeri juga mempunyai wewenang pemberian Hak

Guna Usaha dalam hal luas tanahnya melebihi 25 hektar dan/atau

peruntukkannyabagi tanaman keras ( Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri

% Moh. Hatta, Bab-Bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah, Ctk-
Kesatu, Liberty, Yogyakarta, 2014, him 22.
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No.6 Tahun 1972). " Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 2 Tahun 2013tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak
Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah tertentu, menyatakan : “bahwa
Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberi keputusan
mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari
200 hektar ( 2.000.000 m?). Apabila luas tanahnya lebih dari 200 hektar (
2.000.000 m? ) maka yang berwenang memberikan Hak Guna Usaha adalah
s 58

Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia”.

5. Asal Hak Guna Usaha

Asal tanah Hak Guna Usaha adalah tanah negara. Meskipun Hak
Guna Usaha hanya bisa diatas tanah negara, akan tetapi dalam ketentuan Pasal
4 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 maka Hak Guna Usaha bisa berasal
dari tanah hak. Apabila asal tanah Hak Guna Usaha berupa tanah hak, maka
tanah tersebut harus dilakukan pelepasan atau penyerahan hak oleh pemegang
hak dengan pemberian ganti kerugian oleh calon pemegang Hak Guna Usaha
dan selanjutnya mengajukan permohonan pemberian Hak Guna Usaha kepada
Badan Pertanahan Nasional. Sementara, apabila tanahnya berasal dari kawasan
hutan, maka tanah tersebut harus dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan

( Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996).%°

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

58 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun
2013 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pendaftaran Tanah.

%9 Urip Santoso (I1) , Op.Cit, him 99.
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6. Cara Terjadinya

Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan di atas tanah yang berstatus
sebagai tanah negara ( tanah yang langsung dikuasai negara), dengan hal
tersebut maka Pasal 31 UUPA menyatakan bahwa Hak Guna Usaha terjadi
karena penetapanPemerintah.®® Artinya, mekanisme ditempuh adalah melalui
proses pemberian hak atas tanah. Adapan tata caranya secara ringkas adalah
sebagai berikut:%*

a) pemohon HGU mengajukan permohonan hak ( secara tertulis )
kepada instansi yang berwenang, yakni : (a) jika luas tanah yang
dimohon lebih dari 200 hektar diajukan kepada Kepala BPN
RI;sementara (b) jika luasnya tidak lebih dari 200 hektar diajukan
kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi;

b) instansi yang berwenang ( Kakanwil BPN Provinsi) menelit
kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan fisik permohonan
tersebut serta memerintahkan Panitia Pemeriksa Tanah B atau
petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah.

¢) dalam hal sudah dilimpahkan kepada Kakanwil BPN Provinsi,
Kakanwil BPN Provinsi menerbitkan Keputusan Pemberian Hak

Guna Usaha yang dimohon.

%bid, him 100.

®lperaturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun
1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
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d) setelah memenuhi berbagai kewajibannya sebagaimana disebutkan
dalam Keputusan PemberianHak Guna Usaha, maka dilakukan
pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan.

HGU juga dapat terjadi karena ketentuan konversi. Dalam hal ini, hak
erfpacht dan hak konsesi perusahaan kebun besar dikonvensi menjadi HGU
yang jangka waktunya maksimal 20 tahun. Namun demikian terjadinya HGU
karena konversi tetap dapat dikategorikan sebagai penetapan pemerintah.
Dalam hal ini yang perlu diperhatikan bahwa konversi hak erfpacht menjadi
HGU terjadi secara hukum, namun hak konsesi menjadi HGU terjadi setelah
pemegang concessie mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar
haknya diubah menjadi HGU.

Batas akhir dari HGU asal konversi hak barat berakhir pada tanggal
24 September 1980. Untuk mengantisipasi penyelesaian hak asal konversi hak
barat, maka ditetapkanlah Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang
Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Konversi Hak-Hak
Barat.®> A.P. Parlindungan menyatakan, ada lima hal pokok yang ditemukan
dalam Keppres tersebut, yakni :3

a) semua hak barat eks konversi pada tanggal 24 September 1980
dinyatakan kembali dikuasai negara;

b) kepada bekas pemiliknya jika memenuhi syarat dapat diberikan hak

baru;

62 Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad,Op.Cit., him 123.

8 AP Parlindungan, Pendaftaran dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut
Undang- Undang Pokok Agraria, Ctk — Kesatu, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, him 117.
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c) tidak akan diberikan hak baru kepada pemiliknya jika tanah
tersebut terkena proyek-proyek pemerintah untuk kepentingan
umum, dan kepada bekas pemiliknya diberi ganti kerugian menurut
ketentua panitia penaksir atas bangunan dan tanaman yang terdapat
di atasnya;

d) tidak akan diberikan hak baru kepada pemiliknya jika tanah
tersebut diduduki oleh masyarakat dan/atau telah menjadi
perkampungan sehingga kepada masyarakat.

7. Peralihan Hak Guna Usaha

Pasal 28 ayat (3) UUPA jo. Pasal 16 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996
menyatakan bahwa Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak
lain. Hak guna Usaha dapat beralih dengan cara pewarisan yang harus
dibuktikan dengan adanya surat wasiat atau surat keterangan sebagai ahli waris
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan kematian
pemegang Hak Guna Usaha yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti
identitas para ahli waris, dan sertifikat hak guna usaha yang bersangkutan.
Prosedur peralihan Hak Guna Usaha karena pewarisan diatur dalam Pasal 16
PP No0.40 Tahun 1996 jo. Pasal 42 PP No.24 tahun 1997 jo. Pasal 111 dan 112
Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.%4

Hak Guna Usaha juga dapat dialihkan kepada pihak lain yang

memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna Usaha. Bentuk dialihkan

tersebut dapat berupa jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan dalam modal

64 Urip Santoso (I1) , Op.Cit, him 103.
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perusahaan yang harus dibuktikan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah khusus
yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, sedangkan lelang harus
dibuktikan dengan Berita Acara Lelang yang dibuat oleh pejabat dari kantor
lelang. PPAT khusus menurut Pasal 1 angka 3 PP No. 370 tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat Badan
Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan
tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka
pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu.%

Peralihan Hak Guna Usaha wajib didaftarkan kepada Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah dan
dilakukan perubahan nama dalam sertifikat dari pemegang Hak Guna Usaha
yang lama kepada pemegang Hak Guna Usaha yang baru.%®

Prosedur pemindahan Hak Guna Usaha karena jual beli, tukar
menukar, hibah dan penyertaan dalam modal perusahaan diatur dalam Pasal 16
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo. Pasal 37 sampai dengan Pasal
40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 97 sampai dengan
Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Prosedur
pem/indahan Hak Guna Usaha karena lelang diatur dalam Pasal 16 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 jo. Pasal 107 dampai dengan Pasal 110 Peraturan Menteri

Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997.%7

%Ibid.
%bid.
%7Ibid, him 104.
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8. Pembebabanan Hak Guna Usaha

Pasal 33 UUPA menyatakan : “ Hak Guna Usaha dapat dijadikan
jaminan dengan utang dengan dibebani hak tanggungan. “Ketentuan tersebut
disebutkan kembali dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996.
Selanjutnya, penting pula ditekankan ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP No. 40
Tahun 1996 tersebut yang menyatakan : “ Hak Tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) hapus dengan hapusnya Hak Guna Usaha”.%® Hal ini
sesuai dengan Pasal 18 UU No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa Hak
Tanggungan hapus karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak
Tanggungan. Dalam hal hak atas tanah yang dibebani berakhir jangka
waktunya dan kemudian diperpanjang, Hak Tanggungan yang bersangkutan
tidak menjadi hapus, karena hak atas tanah yang dibebani tetap berlangsung
selama jangka waktu perpanjangan.®®Beda halnya jika hak atas tanah yang
bersangkutan diperbaharui, karena hak atas tanah yang semula memang hapus.

Prosedur Hak Tanggungan Atas Hak Guna Usaha adalah : "

a. adanya perjanjian utang piutang yang dibuat dengan akta
notarial atau akta dibawah tangan sebagai perjanjian pokoknya.

b. adanya penyerahan Hak Guna Usaha sebagai jaminan utang yang
dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai perjanjian ikutan.

c. adanya pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan
kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk

dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan Sertifikat Hak
Tanggungan.

8 Qloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad,Op.Cit , him 126-127.
% Boedi Harsono, Op.Cit, him 210
0 Urip Santoso (I1) , Op.Cit, him 102
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Prosedur pembebanan Hak Guna Usaha dengan Hak Tanggungan
diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 jo. Pasal 44 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 114 sampai dengan Pasal 119
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Peratanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997."

9. Hapusnya Hak Guna Usaha

Pasal 34 UUPA menyatakan bahwa Hak Guna Usaha hapus karena :
(@) jangka waktunya berakhir; (b) dihentikan sebelum jangka waktunya
berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; (c) dilepaskan oleh pemegang
haknya sebelum jangka waktunya berakhir; (d) dicabut untuk kepentingan
umum; (e) ditelantarkan; (f) tanahnya musnah; (g) ketentuan dalam Pasal 30
ayat (2) yakni pemegang Hak Guna Usaha tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Hak Guna Usaha. Selanjutnya, Pasal 17 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996
menyatakan bahwa Hak Guna Usaha hapus karena: (a) berakhirnya jangka
waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau
perpanjangannya; (b) dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum
jangka waktunya berakhir karena : 2

a) jangka waktu Hak Guna Usaha berakhir

Dengan berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha maka statusn
tanahnya menjadi tanah negara. Artinya, tidak ada lagi hak atas tanah yang
melekat pada tanah tersebut. Menurut Pasal 18 ayat (1) PP No. 40 Tahun

1996, konsekuensi dari Hak Guna Usaha yang hapus dan tidak diperpanjang

™ 1bid.
72 Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad, Op.Cit, him 128- 134
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atau diperbaharui itu adalah : bekas pemegang hak wajib membongkar
bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan
tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut
kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) PP No. 40 Tahun 1996 menyatakan :
“Apabila bangunan, tanaman dan benda-benda sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) masih diperlukan untuk melangsungkan atau memulihkan
pengusa-haan tanahnya, maka kepada bekas pemegang hak diberikan ganti
rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Presiden.

b) dihentikan (dibatalkan) sebelum jangka waktunya berakhir karena

sesuatu syarat tidak dipenubhi.

Pasal 17 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 antara lain menyatakan
bahwa Hak Guna Usaha hapus karena dibatalkan haknya oleh pejabat yang
berwenang sebelum jangka waktunya berakhir, karena (1) tidak
terpenuhinya kewajibab-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya
ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13 dan 14; (2)
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Selanjutnya, Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak
Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyatakan bahwa pembatalan
hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah

adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat
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hak atas tanah karena; (1) keputusan tersebut mengandung cacad hukum
administrasi dalam penerbitannya; atau (2) untuk melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ada tiga kemungkinan
terjadinya pembatalan Hak Guna Usaha, yakni : (a) karena kesalahan dari si
pemegang Hak Guna Usaha sendiri, seperti tidak dilaksanakannya
kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12, 13, dan 14 PP
No. 40 Tahun 1996; Pasal 107 Permen Agraria/Kepala BPN N0.9 Tahun
1999, yakni karena: (1) kesalahan prosedur,(2) kedalahan penerapan
peraturan perundang-undangan, (3) karena kesalahan subjek hak,(4)
kesalahan objek hak, (5) kesalahan jenis hak , (6) kesalahan perhitungan
luas,(7) terdapat tumpang tindih hak atas tanah, (8) data yuridis atau data
fisik tidak benar; atau (9) kesalahan lainnya yang bersifat administratif; dan
(c) karena melaksanakan putusan pengadiilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

c) dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir.

Istilah pelepasan hak digunakan terhadap hak yang bersifat
sementara. Dalam hal ini, Hak Guna Usaha berakhir atas persetujuan dari si
pemilik Hak Guna Usaha itu sendiri bukan karena dipaksa demi
kepentingan umum. Dengan demikian, jatuhnya tanah Hak Guna Usaha
menjadi tanah negara ini tunduk pada pengaturan Hukum Perdata, dalam hal
ini hukum perikatan yang bersumber pada perjanjian, yakni perjanian antara

si pemilik tanah Hak Guna Usaha dengan pihak yang membutuhkan tanah.
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Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah hak Guna Usaha yang
subjeknya adalah perusahaan-perusahaan negara, seperti PT. Perkebunan
Negara. Pelepasan HGU yang seperti ini harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan pelepasan/pengalihan Hak Guna Usaha dari Menteri Keuangan
sebab, menurut Boedi Harsono, tanah-tanah hak yang dipegang oleh Instansi
Pemerintah termasuk golongan tanah hak dan merupakan aset negara yang
penguasaan fisiknya ada instansi yang bersangkutan sedang penguasaan
yuridisnya ada pada Menteri Keuangan.

d) dicabut untuk kepentingan umum
e) ditelantarkan

Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah sebagaimana ketentuan
yang terdapat pada Pasal 3 PP No. 36 tahun 1998 yang menyatakan : “
Tanah Hak Guna Usaha dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila
tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya
sesuai dengan keadaanya atau sifat dan tujuan haknya atau tidak dipelihara
dengan baik”. Ketentuan Pasal 3 PP No. 36 Tahun 1998 ini melengkapi
definisi yang dibuat penjelasan Pasal 27 UUPA dengan menambahkan *
Tidak dipelihara dengan baik” sebagai indikator dari tanah terlantar.

Pemeliharaan yang baik yang dimaksud dalam hal ini, antara lain adalah

kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis.
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f) tanahnya musnah

Musnah yang dimaksud disini adalah disebabkan oleh bencana
alam seperti tanahnya longsor, terkikis oleh aliran sungai atau abrasi pantai.
Dengan musnahnya tanah tersebut berarti pemiliknya tidak dapat lagi
memanfaatkan tanah itu meskipun hak tersebut jangka waktunya belum
berakhir.

g) ketentuan tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek Hak Guna
Usaha.

Pasal 30 ayat (2) UUPA menyatakan : “ Orang atau badan hukum
yang mempunyai Hak Guna Usaha.dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat
sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu satu tahun
wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang
memenuhi syarat. Ketentuan ini juga berlaku terhadap pihak yang
memperoleh Hak Guna Usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika
hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam
jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan
bahwa pihak lain akan diperhatikan, menurut ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Pasal 30 ayat (2) UUPA ini pun
melakukan pelanggaran prinsip nasionalitas yang terjadi, tanpa melakukan
sesuatu tindakan positif yang sengaja ditujukan pada terjadinya peralihan
hak itu, sehingga, kepada yang melanggar masih diberikan kesempatan satu
tahun untuk menyesuaikan keadaan pelanggaran prinsip nasionalitas

tersebut kepada tuntutan sistem Hukum Tanah Nasional.



53

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 mengatur
konsekuensi hapusnya Hak Guna Usaha bagi bekas pemegang Hak Guna
Usaha, yaitu :"3

a. apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau
diperbarui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-
bangunan dan benda-benda yang diatas tanah bekas Hak Guna
Usaha tersebut kepada negara dakan batas waktu yang
ditetapkan olen Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional.

b. apabilabangunan, tanaman dan benda-benda tersebut di atas
diperlukan untuk melangsungkan atau memulihkan pengusahaan
tanahnya, maka kepada bekas pemegang hak diberikan ganti
rugi yang dibentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Presiden.

c. pembongkaran bangunan dan benda-benda diatas tanah Hak
Guna Usaha dilaksanakan atas biaya bekas pemegang Hak Guna
Usaha.

d. Jika bekas pemegang Hak Guna Usaha lalai dalam memenubhi
kewajiban tersebut, maka bangunan dan benda-benda yang ada
di atas tanah bekas Hak Guna Usaha itu dibongkar oleh
pemerintah atas biaya bekas pemegang Hak Guna Usaha.

10. Pembuktian Hak Guna Usaha
Pasal 32 UUPA menyatakan :

(1)hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian
juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus
didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud
dalam Pasal 19.

(2)pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian
yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya Hak Guna
Usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka
waktunya berakhir.

Boedi Harsono menyatakan bahwa pendaftaran hak Guna Usaha tidak

disebut sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai terjadinya Hak Guna

Usaha menunjukkan maksud UUPA bahwa bagi terjadinya Hak Guna Usaha

8 Urip Santoso (11) , Op.Cit, him 105.
"4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
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pendaftaran adalah syarat mutlak. Tanpa pendaftaran Hak Guna Usaha tidak
terjadi. Sebaliknya, hapusnya Hak Guna Usaha karena berakhirnya jangka
waktu tidak digantungkan pada syarat pendaftaran. Tegasnya, bagi terjadi Hak
Guna Usaha, pendaftaran tanah bersifat konstitutif, yakni menciptakan keadaan
hukum baru dari tanah yang berstatus tanah negara menjadi tanah hak dalam
hal ini Hak Guna Usaha. 7
11. Hak dan Kewajiban Pemegang atau Penerima Hak Guna Usaha
Setiap subjek pemegang hak atas tanah mempunyai hak dan
kewajiban, termasuk subjek Hak Guna Usaha. Hak subjek Hak Guna Usaha
diatur dalam Pasal 14 PP No. 40 Tahun 1996, yang menyatakan bahwa:"®

(1) pemegang Hak Guna Usaha berhak menguasai dan
mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha
untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perkebunan,
perikanan atau peternakan;

(2)penguasaan dan penggunaan sumber air dan sumber daya alam
lainnya di atas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha
oleh pemegang Hak Guna Usaha hanya dapat dilakukan untuk
mendukung usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan
mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan Yyang
berlaku dan kepentingan masyarakat sekitar.

Selanjutnya, untuk kewajiban pemegang Hak Guna Usaha diatur
dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996, yang menyatakan bahwa :"’

(1) pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk :

a. membayar uang pemasukan kepada Negara;
b. melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau

5 QOloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad,Op.Cit., him 135.

6 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.

7 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah
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peternakan sesuai dengan peruntukkan dan persyaratan
sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;

c. mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik
sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan Kkriteria yang
ditetapkan oleh instansiteknis;

d. membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas
tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha;

e. memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya
alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai
penggunaan Hak Guna Usaha;

g. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna
Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus;

h. menyerahkan sertipikat Hak Guna Usaha yang telah hapus
kepada Kepala Kantor Pertanahan.

(2) pemegang Hak Guna Usaha dilarang menyerahkan pengusahaan
tanah HGU kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal
diperbolenkan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Selain itu, pemegang Hak Guna Usaha juga mempunyai kewajiban

lain sebagaimana diatur dalam Pasal 13, yaitu :"®

“Jika tanah Hak Guna Usaha karena keadaan geografis atau
lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga
mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu
lintas umum atau jalan air, maka pemegang Hak Guna Usaha wajib
memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi
pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu”.

Jadi, dari hak dan kewajiban pemegang Hak Guna Usaha tersebut

diatas dapat disimpulkan bahwa :

a.setiap badan hukum yang memohon Hak Guna Usaha haruslah

mempunyai kemampuan modal untuk mengusahakan tanahnya

8 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.
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sesuai rencana kegiatan usaha yang telah ditetapkannya (sesuai site
plan atau proposal);

b.pemegang hak harus sanggup mengusahakan atau mengerjakan
sendiri  tanahnya secara aktif;

c.jika tidak mampu mengerjakannya sendiri, dapat bekerjasama
dengan pihak lain dengan cara yang tidak bertentangan dengan
ketentuan perundangundangan yang berlaku, yaitu tidak dengan
jalan pemerasan, akan tetapi dilakukan dengan cara musyawarah dan
mufakat terlebih dahulu

C. Proses dan Tata Cara Permohonan Perpanjangan Hak Guna Usaha

Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah ini masuk dalam kategori
pendaftaran karena perubahan data yuridis, karena terjadinya perubahan jangka
waktu berlakunya hak tersebut yang dicantumkan dalam sertifikat tanah yang

bersangkutan, walaupun tidak terjadi perubahan subjek dan objeknya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Negeri Agraria
Nomor 9 Tahun 1999 ditegaskan bahwa maksud dari perpanjangan hak adalah
penambahan jangka waktu berlakunya suatu hak atas tanah tanpa mengubah
syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut yang permohonannya dapat diajukan

sebelum jangka waktu berlakunya hak atas tanah yang bersangkutan berakhir.”

Perpanjangan tersebut hanya berlaku terhadap jenis hak atas tanah yang

mempunyai masa berlaku hak atau jangka waktu haknya terbatas, salah satunya

8 'Yamin Lubis, Op.Cit, him 294.
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Hak Guna Usaha . Pasal 29 ayat (3) UUPA, Pasal 35 ayat (2) UUPA disebutkan
bahwa atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya

jangka waktu hak guna usaha dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu.®

Selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
dan Peraturan Menteri Negeri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 ditentukan bahwa

hak atas tanah dapat diperpanjang jika memenuhi syarat:®

1. tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat
dan tujuan pemberian haknya serta tanahnya dipergunakan untuk
keperluan yangs sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota setempat.

2. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh
pemegang hak.

3. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

Mengenai waktu pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu hak
atas tanah tersebut, menurut Pasal 10, Pasal 27, dan Pasal 47 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dapat diajukan selambat-lambatnya dua tahun
sebelum berakhirnya hak atas tanah tersebut (berarti sebelum dua tahun dapat
diajukan permohonannya. Namun terjadi perbedaan penetuan waktu dapat
mengakukan permohonan perpanjangan jangka waktu hak atas tanah tersebut

menurut Pasal 25, Pasal 41 dan Pasal 58 Peraturan Menteri Negara Agraria

&1bid.

8 peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
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Nomor 9 Tahun 1999 yakni dapat dijakukan dalam tenggang waktu 2 tahun
sebelum berakhirnya hak ( berarti sebelum dua tahun tidak dapat diajukan

permohonannya).®

Terhadap perbedaan penetuan waktu dapatnya pengajuan permohonan
perpanjangan jangka waktu tersebut, berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 500-049 Tanggal 6 Januari 2005 dinyatakan bahwa
perbedaan tersebut tidak perlu dipertentangkan secara hierarkis oleh karena
penetapan dua tahun dalam pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu
hak atas tanah tersebut lebih bersifat ketata-usahaan yakni untuk memberikan
waktu yang cukup bagi Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang
ditunjuk dalam memproses surat keputusan pemberian perpanjangan jangka waktu
hak yang bersangkutan. Intinya sepanjang masa berlakunya hak Guna Usaha yang
tercatat dalam sertifikat dan hak atas tanah yang bersangkutan belum berakhir,
maka pemegang hak atas tanah tersebut tetap berhak mengajukan permohonan

perpanjangan jangka waktu hak yang bersangkutan.®®

Khusus untuk kepentingan penanaman modal dalam Pasal 11, Pasal 28
dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 diatur bahwa
permintaan perpanjangan Hak Guna Usaha dapat dilakukan sekaligus pada saat
pertama kali mengajuka permohonan haknya dengan hanya dikenakan uang
pemasukan/biaya administrasi. Hal yang sama diatur juga dalam Pasal 22 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Penanaman Modal, sehingga

82 Yamin Lubis, Op.Cit., him 297
81bid
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penyebutan jangka waktu Hak Guna Usaha dalam undang-undang tersebut dapat
diberikan selama 95 tahun ( diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama

60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun).

Prosedur perpanjangan jangka waktu hak atas tanah dimulai dengan
pengajuan permohonan dari badan hukum yang bersangkutan, dengan ketentuan
sebagaimana disebutkan Pasal 27, Pasal 43 dan Pasal 60 Peraturan Menteri
Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999
persyaratan terhadap pemberian Hak Guna Usaha berlaku mutatis-mutandis untuk
permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha dengan ketentuan
tambahan khusus untuk perpanjangan Hak Guna Usaha perlu dilengkapi

persyaratan berupa Klasifikasi Perkebunan dari Dinas Perkebunan Provinsi.®

Syarat-syarat permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha diatur secara

rinci dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 adalah sebagai berikut :°

Pasal 17 menyatakan :
“Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada:

a.warga negara indonesia.
b.badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.”

Pasal 18 menyatakan :

“(1) Permohonan Hak Guna Usaha diajukan secara tertulis.
(2) Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat:

8 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

8 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Ctk- kelima, Kencana,
Jakarta, 2015, him 225
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1. Keterangan mengenai pemohon:
a.Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat
tinggal dan pekerjannya;
b.Apabila badan hukum: nama badan hukum, tempat
kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis
dan data fisik:

a. dasar penguasaanya, dapat berupa akta pelepasan kawasan
hutan, akta pelepasan bekas tanah milik adat dan surat
bukti perolehan tanah lainnya;

b. letak, batas-batas dan luasnya (jika sudah ada surat ukur
sebukan tanggal dan nomornya);

c. jenis usaha (pertanian, perikanan atau peternakan).

(3) Lain-lain:
a.keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-
tanah yang dimiliki, termasuk bidang tanah yang dimohon;
b. keterangan lain yang dianggap perlu.

Pasal 19 menyatakan :

“Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 ayat (1) dilampiri dengan:

a. foto copy identitas permohonan atau akta pendirian perusahaan
yang telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan
sebagai badan hukum;

b. rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang.

c. izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau
surat izin pencadangan tanah sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah;

d. bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan
kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan
bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah
lainnya;

e. persetujuan penanaman modal dalam negeri (pmdn) atau
penanaman modal asing (pma) atau surat persetujuan dari
presiden bagi penanaman modal asing tertentu atau surat
persetujuan prinsip dari departemen teknis bagi non
penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing;
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Tata cara pemberian Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 20, Pasal 21,
Pasal 22 dan Pasal 23 sebagaimana penjelasannya adalah sebagai berikut :3¢

1. adanya permohonan pemberian Hak Guna Usaha
Permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri
melalui Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala
Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tnah yang
bersangkutan.

Apabila tanah yang dimohon terletak dalam lebih dari satu daerah
Kabupaten/Kota maka tembusan permohonan disampaikan kepada
masing-masing Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

2. kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional provinsi yang daerah kerjanya meliputi letak
tanah yang bersangkutan, yaitu :

a. setelah berkas permohonan Hak Guna Usaha diterima maka

Kepala Kantor Wilayah Nasional Provinsi :

1) memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data
fisik;

2) mencatat dalam formulir isian;

3) memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya-
biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan
tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8 Urip Santoso (I11), lbid., him 226-229
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4) memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk
melengkapi bahan yang diperlukan.
. Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan
kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik
atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan
memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau
tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
dalam hal data yuridis dan data fisiknya belum lengkap,
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.
Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Tanah B atau
Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah.
dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya,
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
memerintahkan kepada Kepala Bidang Pengukuran dan
Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau
melakukan pengukuran.
hasil pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah B
dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah dan hasil
pemeriksaan tanah oleh petugas yang ditunjuk dituangkan

dalam Risalah Pemeriksaan Tanah ( konstatering rapport)
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sepanjang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk
mengambil keputusan.

g. dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Usaha tidak
dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi, setelah mempertimbangkan
pendapat Panitia Pemeriksaan Tanah B atau petugas yang
ditunjuk., Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna usaha
atau tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang
disertai dengan alasan penolakan.

h. dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Usaha tidak
dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan ~ Nasional  Provinsi  yang  bersangkutan
menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia disertai
pendapat dan pertimbangannya.

3. kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia, yaitu :8
a. setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat

dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

87 peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun
1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
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Nasional Provinsi, Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia memerintahkan kepada pejabat yang
ditunjuk untuk :
1) mencatat dalam formulir isian;
2) memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan

data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi yang bersangkutan untuk melengkapinya.
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
meneliti kelengkapan dan kebenanran data yuridis dan data
fisik atas tanah yang dimohon dengan memerhatikan pendapat
dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi dan selanjutnya memeriksa kelayakan
permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
setelah pertimbanagan pendapat dan pertimbangan Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan
keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang
dimohon atau keputusan penolakan yang disertai alasan

penolakannya.
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4. penyampaian keputusan pemberian Hak Guna Usaha
Keputusan pemberian Hak Guna Usaha atau keputusan penolakannya
disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara
lain yang menjamin sampainya keputusan kepada yang berhak.
Keputusan mengenai perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha

mulai berlaku sejak berakhirnya hak yang bersangkutan.



BAB Il
PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA PT SUNNYMAS
PRIMA AGUNG DI KABUPATEN BINTAN

Hasil Penelitian
1. Topografi Kabupaten Bintan
Secara geografis, wilayah Kabupaten Bintan memiliki luas sebesar

87.717,84 km? terdiri atas wilayah daratan seluas 1.319,51 km2 dan wilayah
laut seluas 86.398,33km2 yang terletak antara 0° 06°17-1° 34°52 Lintang
Utara dan 104 12°47” Bujur Timur di sebelah Barat-108 02°27” Bujur Timur

di sebelah Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

a. sebelah utara : Kabupaten Natuna, Anambas, dan Malaysia
b. sebelah selatan : Kabupaten Lingga

c. sebelah barat : Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang

d. sebelah timur : Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Bintan memiliki 240 buah pulau besar dan kecil, dari
jumlah tersebut hanya 49 buah diantaranya yang berpenghuni, sedangkan
sisanya walapun belum berpenghuni namun sudah dimanfaatkan untuk
kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Secara administarasi,
Kabupaten Bintan terdiri dari 10 kecamatan, 36 desa dan 15 kelurahan. 3
kecamatan terletak di luar Pulau Bintan yaitu Kecamatan Bintan Pesisir,

Kecamatan Matang dan Kecamatan Tambelan sedangkan sisanya terletak di

8pemerintah Kabupaten Bintan, Geografis Bintan, terdapat dalam

http://bintankab.go.id/master/profil/geografis-bintan/. Diakses tanggal 25 November 2017
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Pulau Bintan. Pada tahun 2007 terjadi pemekaran wilayah maka jumlah
Kecamatan bertambah dari 6 Kecamatan menjadi 10 Kecamatan, yaitu Teluk
Bintan, Sri Kualam Lobam, Bintan Utara, Teluk Sebong, Bintan Timur,
Binan Pesisir, Mantang, Gunung Kijang, Toapaya, dan Tambelan.%®
Penggunaan Lahan merupakan pencerminan dari hubungan antara
alam/lahan dengan manusia dalam kegiatannya. Adapun penggunaan lahan
yang ada di Kabupaten Bintan diantarannya adalah :*°
a. Kawasan Pemukiman
Beberapa pemukiman yang mempunyai kepadatan tinggi berada di
pusat ibukota Kecamatan Bintan Timur (Kijang) dan ibukota
Kecamatan Bintan Utara ( Tanjung Uban).
b. Kawasan Perkebunan
Pemanfaatan lahan untuk perkebunan berupa tanaman kelapa dan
karet. Jenis perkebunan dengan luasan penggunaan cukup besar
tersebar di wilayah Kecamatan Toapaya, Gunung Kijang, Bintan
Timur dan Bintan Pesisir.
c. Kawasan Pertanian
Kawasan pertanian yang ada di Kabupaten Bintan, meliputi Kawasan
Tanaman Pangan Lahan Kering, Kawasan Perikanan darat serta

Kawasan Perikanan Air Payau dan Laut. Jenis pemanfaatan lahan

8 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-
201, terdapat dalam  http://bintankab.go.id/master/wp-content/uploads/2015/09/BAB-II.-
GAMBARAN-UMUM-DAERAH.pdf . Diakses tanggal 25 November 2017

%Badan Pendapatan Daerah, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021,
terdapatdalamhttp://bappeda.kepriprov.go.id/data/RPIJIMD _akhir/bab2_ Analisis_Kondisi_Daerah

pdf .Diakses tanggal 25 November 2017
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untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Bintan didominasi kawasan
pertanian berupa pertanian lahan kering.

Kawasan Hutan

Jenis pemanfaatan untuk hutan di Kabupaten Bintan dapat dibedakan
menjadi pemanfaatan untuk hutan lebat, hutan lindung dan hutan
bakau.

Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata tersebar di Kecamatan Teluk Sebong, yaitu
Kawasan Terpadu Lagoi dan Kecamatan Gunung Kijang, yaitu
Kawasan Wisata Pantai Trikora.

Kawasan Pertambangan

Jenis pemanfaatan pertambangan yang ada di kawasan Kabupaten
Bintan adalah Bauksit, Granit, dan Pasir Darat.

Kawasan Industri

Dominasi sebaran kawasan industri ini terletak di daera Lobam
(Kecamatan Seri Kuala Lobam), Galang Batang (Kecamatan Gunung
Kijang) dan Industri Maritim (Kecamatan Bintan Timur).

Kawasan Pemerintahan
Kawasan pemerintahan Kabupaten Bintan semenjak tahun 2008
berpusat di daerah Bandar Sri Bintan setelah dikeluarkannya Undnag-
Undang Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung

Pinang.



69

2. Profil PT. Sunnymas Prima Agung
PT. SUNNYMAS PRIMA AGUNG, suatu Perseroan Terbatas, yang

didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di
Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh GATOT SUGIARTO dalam
kedudukannya selaku Direktur Utama, dan berkantor pusat di Gedung
Rabana, 4th floor, Jalan Tomang Raya Nomor 48 A, Jakarta 11430, didirikan
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 27 tanggal 8 Agustus
1986 dan Akta Nomor 3 tanggal 3 Maret 1987, keduanya dibuat dihadapan
JACINTA SUSANTI, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya Nomor C2-4709.HT.01.Th.87 tanggal 6 Juli 1087; yang telah
beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir diubah dengan Akta
tertanggal 5 Februari 2010 Nomor 34, dibuat dihadapan Buntario Tigris,
S.H.,SE.,M.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah memperoleh pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan tertanggal 19 Februari 2010 Nomor : AHU-
09309.AH.01.02. Tahun 2010.

3. Objek Penelitian
Kabupaten Bintan adalah salah satu wilayah yang terdapat tanah

dengan Hak Guna Usaha, yang digunakan untuk pengusahaan perkebunan.
Hak Guna Usaha yang dijadikan penelitian ini adalah milik dari PT.
Sunnymas Prima Agung yang memiliki cabang dengan berkedudukan di
Kabupaten Bintan dan bergerak dalam bidang usaha perkebunan nanas. PT.

Sunnymas Prima Agung sebagai pemegang Hak Guna Usaha dengan dasar
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hukum surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. SK.
13/HGU/1991 tanggal 17 September 1991 tentang Pemberian Hak Guna
Usaha atas tanah terletak di Desa Toapaya Timur, Toapaya, Teluk Bakau,
Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya didaftarkan
dan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha pada tanggal 29 Oktober 1991
dengan luas bidang tanah seluas 2.878,151 hektar atas nama PT. Sunnymas
Prima Agung yang mana Hak Guna Usaha tersebut berakhir pada tanggal 31

Desember 2016.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan :

“ Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu
sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan
pertanian, perikanan atau peternakan.”

Tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah
negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha
dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya
sebagai kawasan hutan, hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Pemerintahan Nomor 40 Tahun 1996.

Tanah yang dikuasai oleh PT. Sunnymas Prima Agung merupakan
tanah Negara Bebas yang pada awalnya berstatus Kawasan Tata Guna Hutan
Kesepakatan. Ditinjau dari peta tata guna hutan kesepakatan Provinsi
Kepulauan Riau maka areal yang disediakan untuk PT. Sunnymas Prima
Agung termasuk areal hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi areal

perkebunan atau usaha lainnya dan telah mendapat pelepasan dari Menteri
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Kehutanan Republik Indonesia seluas 2.787,51 hektar untuk usaha Budi daya
Perkebunan Nanas dan Pabrik .Pembuatan Jus Nanas.

PT. Sunnymas Prima Agung telah melakukan operasional
perusahaan dari tahun 1991 hingga tahun 2009 untuk penanaman nanas dan
produksi jus nanas. Namun pada pertengahan tahun 2009 terjadi penurunan
kualitas dan produksi tanaman nanas maupun jus nanas dikarenakan
menurunnya unsur hara dari tanah yang lebih banyak mengandung unsur
bauksit. PT. Sunnymas Prima Agung pun berencana untuk melakukan
perubahan komoditi tanaman dari awalnya tanaman nanas menjadi tanaman
karet dengan diawali mengajukan permohonan izin perubahan komoditi (IUP)
kepada instansi terkait di Kabupaten Bintan khususnya Dinas Perkebunan
Kabupaten Bintan. Pemerintah Kabupaten Bintan yang diwakili Bupati
Bintan melalui surat Nomor 590/AGR/917 tertanggal 16 Desember 2010 atas
surat dari PT. Sunnymas Prima Agung Nomor 04/SPA/X1/2010 tertanggal 8
November 2010 memberikan kesempatan kepada PT. Sunnymas Prima
Agung untuk melakukan perubahan komoditi dari tanaman nanas menjadi
tanaman karet dan meminta pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan
Nasional. Namun, dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak ada
tanggapan ataupun jawaban atas surat permohonan izin perubahan komoditi
tersebut. %

PT. Sunnymas Prima Agung pun kesulitan untuk melakukan

penanaman tanaman karet yang sudah dibeli dikarenakan tidak adanya izin

%1 Wawancara dengan Suherman Tjandradjaya, Direktur PT. Sunnymas Prima Agung, di
Kantor PT. Sunnymas Prima Agung, Jakarta, 23 Desember 2017 .
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dari Kepala Badan Pertanahan Nasional, bahkan dari pihak Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan
peringatan bahwa atas tanah Hak Guna Usaha PT. Sunnymas Prima Agung
diindikasikan sebagai tanah terlantar dari hasil identifikasi bidang
pengedalian tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.
Peringatan yang diberikan kepada PT. Sunnymas Prima Agung dilakukan
sebanyak tiga kali terhitung sejak bulan Desember 2010 hingga Februari 2011
dan ditindaklanjuti dengan adanya usulan penetapan tanah terlantar tertanggal
24 Agustus 2011. Usulan penetapan tanah terlantar kemudian ditanggapi
dengan dikeluarkannya keputusan tanah terlantar atas Hak Guna Usaha PT.
Sunymas Prima Agung Nomor 18/PTT-HGU/BPN-RI/2012 tertanggal 18
Juni 2012.

PT. Sunnymas Prima Agung pun mengajukan gugatan atas
keputusan penetapan tanah terlantar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta dengan Nomor Registrasi Perkara 118/G/2012/PTUN-JKT dan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan permohonan dari PT.
Sunnymas Prima Agung tertanggal 27 November 2012 dan berkekuatan
hukum tetap, kemudian putusan setelah putusan inkracht yakni tertanggal 13
Oktober 2016 atas adanya permohonan pencabutan status tanah terlantar oleh
PT. Sunnymas Prima Agung, sehingga tanah tersebut dicabut statusnya dari
tanah terlantar dan kembali menjadi Tanah Hak Guna Usaha atas PT.

Sunnymas Prima Agung tertanggal 23 Oktober 2013 dan berlaku hingga 31
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Desember 2016 sesuai dengan jangka waktu berakhirnya Hak Guna Usaha

PT. Sunnymas Prima Agung.

PT. Sunnymas Prima Agung pun akhirnya pada akhir tahun 2016
tepatnya seminggu sebelum jangka waktu berakhirnya Hak Guna Usaha
melakukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Badan Pertanahan
Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kepulauan Riau atas bidang tanah Hak Guna Usaha yang memiliki
luas dan letak yang sama, sementara pada kenyataannya pada saat tanah Hak
Guna Usaha tersebut ditetapkan status tanah terlantar, masyarakat disekitar
melakukan okupasi terhadap bidang tanah dan telah diberikan alas hak
kepada para masing-masing pihak yang melakukan okupasi, sehingga dari
segi kepemilikan maka masyarakat yang telah mengokupasi memiliki

kepastian hukum dan bukti atas perolehan tanah.

B. Pembahasan
1. Proses Pelaksanaan Perpanjangan Hak Guna Usaha PT Sunnymas

Prima Agung Apabila Terdapat Okupasi Lahan oleh Masyarakat.

Hak Guna Usaha adalah suatu penetapan pemerintah yang
bersumber dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau karena
konversi suatu hak yang ada sebelum Undang-Undang Pokok Agraria
berlaku. Batasan luas tanah yang diatur dalam Hak Guna Usaha untuk
perseorangan adalah 5 sampai 25 Ha, sedangkan untuk perusahaan atau badan
hukum, luas lahan yang bisa didapatkan akan ditetapkan oleh Menteri sesuai

pertimbangannya dengan memperhatikan bidang usaha yang dijalankan.
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Jangka waktu atau masa berlaku Hak Guna Usaha adalah 25 sampai dengan
35 tahun.®
Prosedur perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha dengan
ketentuan sebagaimana disebutkan Pasal 27, 43 dan 60 Peraturan Menteri
Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 persyaratan terhadap pemberian Hak
Guna Usaha berlaku mutatis mutandis untuk permohonan perpanjangan
jangka waktu Hak Guna Usaha adalah sebagai berikut :%
1. Pemerintah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Hak
Guna Usaha di atas bidang tanah yang dama kepada pemegang
Hak Guna Usaha yang menyerahkan permohonan perpanjangan
jangka waktu Hak Guna Usaha dalam tenggang waktu 2 ( dua )
tahun sebelum jangka waktu Hak Guna Usaha berakhir;
2. permohonan diajukan secara tertulis oleh pemohon melalui
Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan dan dilampiri data
permohonan yang terdiri dari :

a) foto copy identitas permohonan atau akta pendirian
perusahaan yang telah memperoleh pengeahaan dan telah
didaftarakan sebagai badan hukum;

b) rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka
panjang;

c) izin lokasi atau surat izin penunjukkan penggunaan tanah
atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan rencana
tata ruang wilayabh;

d) bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa
pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang ,

akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti
perolehan tanah lainnya;

92 Urip Santoso (1), Loc.cit.

% Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, H. Sugiarto,
S.So0s.,M.Hum, di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan, Bintan, 7 Desember 2017
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e) persetujuan penanaman modal dalam negeri atau
penanaman modal asing atau surat persetujuan dari presiden
bagi penanaman modal asing tertentu;

f) surat ukur apabila ada.

setelah berkas permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha
diterima oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kepulauan Riau dan kemudian akan diteruskan
kepada Badan Pertanahan Nasional;

kemudian, pejabat yang berwenang akan memeriksa dan
meneliti kelengkapan data fisik dan data yuridis apabila
terjadi perubahan maupun sebagai dasar untuk dilanjutkannya
atau tidak dilajutkannya permohonan tersebut;

pihak Badan Pertanahan Nasional kemudian menerbitkan
Surat Perintah Setor yang ditujukan kepada pihak pemohon
yang berisi perintah untuk membayar biaya PNBP
(Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang terdiri dari biaya
pengukuran dan biaya konstatasi dan tidak termasuk biaya
akomodasi dan transportasi yang ditanggung pemohon.
Apabila kewenangan permohonan perpanjangan jangka
waktu Hak Guna Usaha dilimpahkan kepada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kep. Riau, maka Surat
Perintah Setor akan dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kep. Riau;

setelah dibayarkan PNBP oleh pemohon, maka pejabat yang

berwenang akan menunjuk petugas untuk melakukan
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pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan perpanjangan
jangka waktu Hak Guna Usaha dan diterbitkan peta bidang
serta surat ukur, apabila terdapat perubahan data fisik objek
tanahnya.

dalam hal data fisik dan data yuridis telah lengkap, pejabat
yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan
petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah
dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran formal atas data
fisik dan data yuridis dalam rangka penyelesaian permohonan
perpanjangan jangka waktu;

hasil pemeriksaan tanah dituangkan dalam Risalah
Pemeriksaan Tanah ( Konstatering Rapport) yang juga berisi
pernyataan setuju atau tidak setujunya petugas yang ditunjuk
mengenai perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha
dengan disertai alasan persetujuan atau penolakannya;

dalam keputusan perpanjangan jangka waktu Hak Guna
Usaha dilimpahkan kepada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi, maka pihak dari Kantor
Wilayah akan meneliti dan memeriksa hasil pemeriksaan
tanah untuk memberikan keputusan perpanjangan jangka
waktu hak guna dengan disertai alasan persetujuannya atau

penolakannya;
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10. dalam hal keputusan perpanjangan jangka waktu Hak Guna
Usaha tidak dilimpahkan kepada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi, maka dari pihak Kantor
Wilayah akan memberikan pendapat mengenai perpanjangan
jangka waktu hak guna usaha akan disetujui atau ditolak
dengan disertai alasannya yang dicantumkan dalam Risalah
Pengolahan Data ( RPD ) yang kemudian diteruskan kepada
Badan Pertanahan Nasional untuk diperiksa oleh pejabat yang
berwenang terkait kelengkapan data fisik maupun data
yuridis;

11. setelah memeriksa dan mempertimbangkan pendapat dari
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi,
Menteri akan menerbitkan keputusan perpanjangan jangka
waktu hak guna usaha atas tanah yang dimohon atau
keputusan penolakan yang disertai dengan alasan
penolakannya;

12. keputusan perpanjangan kemudian akan disampaikan kepada
pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang
menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak
dengan ketentuan keputusan mulai berlaku sejak berkahirnya
hak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian, PT. Sunnymas Prima Agung

mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha kepada Kepala
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Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau dengan melampirkan surat-
surat sebagai berikut :

1. Akta Badan Hukum Nomor 3 tanggal 3 Maret 1987 jo Nomor 34
tanggal 5 Februari 2010.

2. Pengesahan Akta Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM
tanggal 19 Februari 2010 Nomor AHU-09309.AH.01.02.TH
2010.

3. Surat Keputusan Izin Lokasi dari Gubernur Kepala Daerah
Tingkat | Riau tanggal 27 September 1988 Nomor KPTS
16/1L.1X/1988.

4. Surat Keputusan Pencadangan Tanah dan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat | Riau tanggal 6 Mei 1987 Nomor KPTS
013/PT.V/1987.

5. Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri

Kehutanan tanggal 6 Oktober 1990 Nomor 578/KPTS-11/1990.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan
Riau merekomendasikan dan memohon kepada Deputi Pengukuran pada
Badan Pertanahan Nasional Pusat agar dilaksanakan pelimpahan dan
pengukuran yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Deputi Pengukuran akan
mendisposisikan permohonan tersebut kepada Direktorat Pengukuran dan

Pemetaan, yang selanjutnya menerbitkan keputusan bahwa permohonan
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tersebut disetujui dan pelaksanaan pengukuran dilakukan oleh Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau.

Keputusan pelaksanaan pengukuran memuat kewajiban — kewajiban
PT. Sunnymas Prima Agung seperti biaya pengukuran. Biaya pengukuran ini
disetor oleh PT. Sunnymas Prima Agung ke kas negara, biaya tersebut
besarnya bergantung pada Nilai Jual Objek Pajak di daerah lokasi yang akan
diukur. Setelah biaya pengukuran disetor, Badan Pertanahan Nasional Pusat
akan melaksanakan pengukuran yang difasilitasi oleh PT. Sunnymas Prima

Agung dengan berpedoman pada peta izin lokasi.

Pelaksanaan pengukuran yang dilakukan oleh petugas dari Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulaun Riau pada wilayah
yang dimohonkan untuk diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha didapatkan
hasil bahwa terdapat pelaksanaan okupasi oleh masyarakat dari desa yang
berada di sekitar wilayah objek perpanjangan Hak Guna Usaha tersebut yakni

Desa Toapaya, Bintan Timur, Bintan.

Okupasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, okupasi memiliki
dua arti. Pertama, okupasi diartikan sebagai pendudukan, penggunaan, atau
penempatan tanah kosong. Kedua, okupasi diartikan sebagai pendudukan dan
penguasaan suatu daerah oleh tentara asing.’* Dengan demikian, okupasi
lahan adalah kegiatan dimana tanah dengan luas tertentu digunakan atau
kemudian ditinggali dalam waktu lama tanpa memiliki izin dari pemilik tanah

yang sah. Pemilik tanah yang sah ini adalah Negara yang memberikan

%Artikel Majalah Kehutanan Indonesia Edisi 3 tahun 1999-2000.



80

wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu
yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Pemerintah
juga berhak memberikan izin pengelolaan hutan yang sah kepada perusahaan

yang memenuhi Kriteria.

Okupasi yang terjadi di wilayah lahan Hak Guna Usaha pada
umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pertambahan jumlah
penduduk, rendahnya pendapatan perkapita, terbatasnya kesempatan kerja di
luar sektor pertanian, terbatasnya pemilikan lahan, dan rendahnya
produktivitas usaha tani.%

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Kepala Desa Toapaya
yaitu bapak Mulyono, beliau menegaskan bahwa kegiatan okupasi di lahan
Hak Guna Usaha tersebut terjadi akibat terbatasnya pemilikan lahan untuk
pertanian oleh para masyarakat yang berada di sekitar lahan Hak Guna Usaha
tersebut.96 Okupasi oleh masyarakat Desa Toapaya berdasarkan penelitian
menunjukkan sebanyak 600-750 KK melakukan okupasi lahan dengan jumlah
luas sebesar 1.121,7598 Ha, dengan tiap KK memiliki bukti pemerolehan
Hak Atas Tanah ( Surat Keterangan Tanah) dari aparat desa yang dalam hal

ini adalah Kepala Desa Toapaya.

Surat keterangan tanah merupakan surat yang dikategorikan alas hak

atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan

%Supardi, Okupasi Kawasan Hutan dan Upaya Penyelesaiannya terdapat dalam
https://foresteract.com/okupasi-lahan-indonesia/. Diakses pada tanggal 10 Januari 2018.

% \Wawancara dengan Mulyono, Kepala Desa Toapaya, di Balai Desa Toapaya,
Bintan, 29 Desember 2018.


https://foresteract.com/okupasi-lahan-indonesia/
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permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-
undangan pertanahan.®” Kewenangan Kepala Desa dalam menerbitkan Surat
Keterangan Tanah untuk masyarakat, diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b
angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah , disebutkan bahwa :Mengenai bidang tanah yang belum
terdaftar, kepadanya tidak disampaikan: %

1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang
bersangkutan belum besertipikat dari Kantor Pertanahan, atau
untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan
Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan
dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;

Berdasarkan bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2)
dapat dipahami bahwa Kepala Desa/ Lurah berwenang untuk membuat surat
keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan masyarakat yang
menguasai bidang Tanah tersebut. Adapun , dalam Pasal 39 tersebut

menyatakan bahwa kewenangan Kepala Desa tersebut dalam menerbitkan

% Tri Handayani, Legalitas Surat Keterangan Tanah Yang Dikeluarkan Oleh
Kepala Desa Sebagai Dasar Transaksi Jual Beli Tanah, terdapat dalam
https://media.neliti.com/media/publications/164983-1D-legalitas-surat-keterangan-tanah-yang

di.pdf, diakses pada tanggal 10 Januari 2017.

% Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah


https://media.neliti.com/media/publications/164983-ID-legalitas-surat-keterangan-tanah-yang%20di.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/164983-ID-legalitas-surat-keterangan-tanah-yang%20di.pdf
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Surat Keterangan Tanah terbatas pada bidang tanah yang diusahakan oleh
masyarakat sejak lama dengan dibuktikan tanaman ataupun bangunan tanpa
ada pengakuan dari pihak lain atas bidang tersebut, serta pada bidang tanah
yang belum memiliki sertifikat atau diberikan hak atas tanah sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Desa mengeluarkan Surat
Keterangan Desa kepada masyarakat atas bidang tanah Hak Guna Usaha PT.
Sunnymas Prima Agung yang diokupasi. Surat Keterangan Tanah yang
dikeluarkan Kepala Desa kepada masyarakat dalam hal ini tentunya telah
melanggar kewenangannya, Penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh
Kepala Desa sesuai kewenangannya hanya terbatas pada bidang tanah yang
belum memiliki sertifikat ataupun diberikan hak atas tanahnya sebagaimana
diatur 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2).

Penerbitan SKT yang telah melanggar kewenangan dari Kepala Desa
tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, serta menyebabkan
terjadinya tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah antara PT. Sunnymas
Prima Agung dengan masyarakat yang melakukan okupasi. Hal ini diperkuat
dengan Laporan Hasil Identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha
diketahui bahwa pihak dari Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan
Tanah kepada masyarakat yang mengajukan permohonan atas bidang tanah
HGU atas nama PT. Sunnymas Prima Agung tanpa melakukan pengamatan
lapangan maupun status tanah yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan
ataupun keputusan yang dikeluarkanoleh Kepala Badan Pertanahan Nasional,

serta ketidaktahuan RT / RW dan Kepala Desa atas sejarah ataupun status
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tanah di daerah tersebut dikarenakan terjadinya perubahan posisi aparat desa
setiap lima tahun sekali.*®

Tindakan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadinya
tumpang tindih Hak Atas Tanah akibat diterbitkannya SKT, termasuk dalam
cacat administrasi sebagaimana diatur Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria
Nomor 9 Tahun 1999, cacat administrasi adalah (i) kesalahan prosedur, (ii)
kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, (iii) kesalahan subyek
hak, (iv) kesalahan objek hak, (v) kesalahan jenis hak, (vi) kesalahan
perhitungan luas, (vii) terdapat tumpang tindih hak atas tanah, (viii) data

yuridis atau data fisik tidak benar, atau (ix) kesalahan

Oleh karena itu, Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan secara
melawan hukum oleh Kepala Desa dan menyebabkan terjadinya cacat
administrasi dalam hal ini dapat dibatalkan statusnya oleh permohonan dari
pihak yang berkepentingan, sebagaimana bunyi Pasal 104- 106 ayat (1)
PMNA Nomor 9 Tahun 1999 yakni dalam hal ini dilakukan oleh PT.
Sunnymas Prima Agung, sehingga pelaksanaan perpanjangan Hak Guna

Usaha tidak menjadi terhambat.

Dengan demikian, menurut penulis, pelaksanaan perpanjangan
jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini
diakibatkan, adanya okupasi disertai penerbitan SKT terhadap bidang tanah

garapan masyarakat yang merupakan tanah Hak Guna Usaha PT. SPA oleh

% Wawancara dengan Suherman Tjandradjaya, Direktur PT. Sunnymas Prima
Agung, di Jakarta, 23 Desember 2017.
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Kepala Desa, dilakukan dengan melanggar atau menyalahi kewenangannya,
sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang
mana SKT yang boleh diterbitkan oleh Kepala Desa, terbatas pada tanah yang
belum memiliki sertifikat ataupun hak atas tanah, sehingga perbuatan Kepala
Desa tersebut menyebabkan terjadi tumpang tindih hak atas tanah yang dalam
ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999
termasuk cacat administrasi. Oleh karena itu, Surat Keterangan Tanah yang
tergolong cacat administrasi tersebut harus dibatalkan dengan mengajukan
permohonan oleh PT. SPA kepada pejabat atau pihak yang terkait,
sebagaimana diatur Pasal 104-107 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor

9 tahun 1999.

Persoalan okupasi lahan oleh masyarakat yang berada di sekitar
bidang tanah Hak Guna Usaha secara umum sudah sering terjadi di berbagai
daerah. Penggunaan lahan oleh masyarakat atas bidang tanah Hak Guna
Usaha PT.Sunnyymas dari hasil penelitian didapatkan penyebab lainnya
selain kekurangan lahan yakni PT. Sunnymas tidak memanfaatkan sebagian
bidang tanah Hak Guna Usaha yang telah diberikan hingga menjadi terlantar
dan ditetapkan sebagai tanah ( status tanah terlantar telah dicabut dengan
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal Oktober 2013)%,

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan pihak PT. Sunnymas yang

10 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/Pct/KEM-
ATR/BPN/2013,hIlm 4-5.
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menyatakan bahwa PT. Sunnymas tidak lagi melanjutkan memanfaatkan
sebagian tanah Hak Guna Usaha tersebut dengan dan menjadi terlantar
dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor lingkungan di sekitar wilayah
tanah Hak Guna Usaha tersebut.*

Tanah Hak Guna Usaha milik PT. Sunnymas Prima Agung yang
sebagiannya tidak dimanfaatkan kembali dengan baik sebagaimana pada
keadaan, sifat, dan tujuan dari pemberian hak yang bersangkutan selama tiga
tahun berturut, setelah dicabutnya status tanah terlantar. Berdasarkan
ketentuan, area tanah yang telah diberikan hak khususnya Hak Guna Usaha
harus dimanfaatkan sebagaimana pada keadaan, sifat dan tujuan pemberian
hak. Ketentuan tersebut harus dipatuhi dan dijalankan oleh pemegang Hak
Guna Usaha sejak diberikannya Hak Guna Usaha berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13/HGU/1991 dan
diatur sebagaimana dalam Pasal 40 huruf g Peraturan Menteri Negara
Agraria Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan
Hak Guna Usaha yang meyatakan bahwa PT harus menyampaikan laporan
mengenai penggunaan dan pemanfaatan Hak Guna Usaha kepada Kepala

Kantor Pertanahan setempat, tertulis setiap akhir tahun.1%2

Adapun pihak badan hukum yang diketahui tidak menggunakan atau
memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah dengan baik yang diketahui dari

hasil identifikasi dan penelitian tanah Hak Guna Usaha oleh Kantor Wilayah

101 wawancara dengan Suherman Tjandradjaya, Direktur PT. Sunnymas Prima
Agung, di Jakarta, 23 Desember 2017.

102 peraturan Menteri Negara Agraria Nomor & Tahun 2017 tentang Penetapan
Hak Guna Usaha.
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Badan Pertanahan Nasional Provinsi akan mempengaruhi pemenuhan syarat
dari perpanjangan Hak Guna Usaha. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 28 ayat
(1) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 yang
menyatakan bahwa : “Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna
Usaha dikabulkan oleh pejabat yang berwenang untuk seluruh atau sebagian
tanah hak Guna Usaha, apabila tanah tersebut masih dipergunakan dan
diusahakan dengan baik untuk keperluan sesuai dengan keadaan, sifat dan
tujuan pemberian hak yang bersangkutan dan masih sesuai dengan Rencana

Tata Ruang Wilayah.%

Adapun persyaratan perpanjangan Hak Guna Usaha yang diatur
Pasal 28 ayat (1) terdiri dari 3 syarat antara lain :

a. tanah tersebut masih dipergunakan dan diusahakan dengan baik
untuk keperluan sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan
pemberian hak yang bersangkutan dan masih sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah.

b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh
pemegang hak.

c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak
guna usaha.

Syarat- syarat tersebut bersifat kumulatif , artinya ketiga syarat
tersebut secara keselurusan harus dipenuhi oleh pemegang hak ataupun
pemohon Hak Guna Usaha tersebut. Apabila salah satu dari syarat tersebut

tidak terpenuhi walaupun dokumen dan surat-surat lainnya lengkap, maka

108 peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
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permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha dari pemohon tidak dapat

dikabulkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pernyataan diatas diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan
Riau, Drs. H. Syafriman yang menyatakan bahwa setiap perusahaan ataupun
badan hukum yang akan mengajukan permohonan perpanjangan jangka
waktu Hak Guna Usaha secara tertulis harus mengikuti tahapan yang telah
ditentukan serta syarat-syarat terkait perpanjangan jangka waktu Hak Guna
Usaha. Apabila dalam pelaksanaan tahapan perpanjangan jangka waktu
ditemukan syarat yang tidak terpenuhi atau kendala, maka pelaksanaan
perpanjangan tidak bisa dilanjutkan hingga terpenuhinya syarat ataupun
diselesaikannya kendala yang ada oleh pemohon baik melalui jalur non

hukum ataupun jalur hukum.%

Menurut penulis, persyaratan yang diatur terkait perpanjangan Hak
Guna Usaha atas bidang tanah Hak Guna Usaha PT. Sunnymas memberikan
konsekuensi dalam pelaksanaan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha
oleh PT. Sunnymas Prima Agung. Area tanah Hak Guna Usaha PT.
Sunnymas yang sebagiannya tidak dimanfaatkan dengan baik sebagaimana
keadaan, sifat dan tujuan peruntukkan Hak Guna Usaha tersebut dari semula
menyebabkan salah satu syarat utama dalam syarat perpanjangan jangka

waktu Hak Guna Usaha tidak terpenuhi. Persyaratan perpanjangan Hak Guna

104 Wawancara dengan Drs. Syafriman, SH.,M.Hum, Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang, 28 Desember 2017.
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Usaha yang bersifat kumulatif, menyebabkan pelaksanaan perpanjangan Hak
Guna Usaha tidak bisa dilanjutkan kecuali seluruh syarat terpenuhi. Oleh
karena itu, PT. Sunnymas Prima Agung dapat terlebih dahulu melakukan
penyelesaian terhadap permasalahan dalam pemanfaatan tanah Hak Guna
Usaha sebagaimana keadaan dan tujuan pemberian tersebut agar tahapan
dalam pelaksanaan perpanjangan dapat dilanjutkan sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

2. Penyelesaian Kendala Pelaksanaan Perpanjangan Hak Guna Usaha
PT. Sunnymas Prima Agung Apabila Diatasnya Terdapat Tanah yang
Diokupasi Masyarakat.

Di masa saat ini banyak tanah yang di kuasai oleh orang-orang yang
tanpa izin oleh penguasanya yang berwajib atau yang berhak. Tidak hanya
tanah perseorangan atau kaveling tetapi meliputi pula tanah-tanah
perkebunan.1%

Fenomena penguasaan tanah terlantar oleh pihak- pihak yang tidak
berhak secara umum dapat diselesaikan melalui metode mediasi yang
dilakukan oleh instansi pertanahanmaupun pihak ketiga lainya yang bertindak
selaku mediator/ fasilitator melalui pendekatan musyawarah mufakat, apabila
upaya musyawarah mengalami jalan buntu atau tidak tercapainya kata mufakat,
disarankan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Artinya, setiap

masalah pertanahan diselesaikan oleh pemerintah secara yuridis sebagai

1%5penjelasan Undang-Undang Nomor 51 PRPN Tahun 1960 tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa lzin yang Berhak atau Kuasanya, (Boedi Harsono, Hukum Agraria
Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, (Jakarta: Djambatan, 2002),him. 216.
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konsekuensi dari amanat konstitusi sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang
Pokok Agraria. Namun perlu disadari bahwa tidak semua permasalahan
pertanahan dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat ataupun mediasi,
jalan penyelesaian tergantung kemauan para pihak untuk memilih jalur yang di
anggap sesuai dan menguntungkan, dengan tetap harus berlandaskan peraturan
yang berlaku.

Adapun dalam perkembangannya , permasalahan okupasi lahan
dapat dihindari dengan menggunakan hukum positif Indonesia mengenai
adanya Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa lIzin Yang Berhak Atau Kuasanya. Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 mengatur bahwa dilarang memakai tanah
tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pasal 5 a Undang-Undang
Nomor 51 PRP Tahun 1960 mengatur bahwa bagi barangsiapa memakai tanah
tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dapat dikenakan pidana dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-
banyaknya Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah).

Penjelasan di atas selaras dengan hasil wawancara dengan Kuasa
Hukum PT. Sunnymas Prima Agung yang menyatakan bahwa tindakan okupasi
ataupun penggunaan lahan tanpa izin dari pemegang hak adalah perbuatan
melawan hukum sekaligus penipuan atas penerbitan surat ataupun dokumen

palsu terkait kepemilikan tanah, maka dari itu pemegang hak sesungguhnya
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berhak untuk melaporkan para pihak yang terlibat dalam okupasi ini kepada
pihak berwajib karena tindakan pihak tersebut merugikan pemohon.%
Berdasarkan hasil penelitian, hampir sebagian besar para pemohon yakni
badan hukum yang merasa dirugikan atas tindakan okupasi melaporkan kepada
pihak berwajib sebagaimana diatur Pasal 29 Peraturan Menteri Negara Agraria
Nomor 9 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyatakan bahwa pemegang Hak Guna
Usaha lama masih memiliki hak keperdataan menguasai aset sepanjang
BadanPertanahan Nasional belum melepaskannya ke Negara. Oleh karena itu,
pemohon hak atas bidang tanah yang di okupasi oleh masyarakat memiliki hak
untuk melaporkan kepada pihak berwajib atas tindakan okupasi tersebut.’
Adapun, penyelesaian kendala dalam pelaksanaan perpanjangan
jangka waktu Hak Guna Usaha akibat kendala okupasi lahan, PT. Sunnymas
Prima Agung dalam hal ini memilih menyelesaikan melalui jalur pidana
ataupun melaporkan kepada pihak berwajib yang mana tahapannya terdiri dari
berikut :
1. pihak pelapor melaporkan kegiatan okupasi atau penggarapan
lahan yang dilakukan masyarakat secara ilegal sebagai tindak

pidana kepada kepolisian polres letak tanah berada atau alamat

terlapor;

1%\wWawancara dengan Ibu Suryanti S.H., Penasehat Hukum PT. Sunnymas Prima
Agung, di Tanjung Pinang, 04 Januari 2017.

107 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
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pihak Polres dalam hal ini akan memproses laporan dari pelapor
terkait adanya okupasi atau penggarapan lahan masyarakat di
objek tanah milik pelapor;

pihak Kepolisian Resor melakukan pemanggilan secara sah dan
patut kepada para pihak yang terlibat dalam okupasi objek tanah
tersebut yakni masyarakat penggarap, RT, RW, aparat dari
kelurahan maupun kecamatan;

penyidik dari Kepolisian Resor akan meminta keterangan dari
para pihak terkait dengan tindakan okupasi ataupun penggarapan
lahan Hak Guna Usaha atas pelapor dan keterangan tentang
legalitas penguasaan tanah atau bukti kepemilikan tanah hasil
okupasi kepada pihak kelurahan dan kecamatan;

apabila dari hasil penyidikan tersebut, kegiatan okupasi atau
penggarapan lahan terbukti dilakukan oleh para pihak yang
dilaporkan dengan didasari oleh kepemilikan tanah yang
diterbitkan oleh aparat setempat, maka sudah terjadi perbuatan
melawan hukum, karena diatas tanah yang telah diterbitkan
sertifikat Hak Guna Usaha diterbitkan pula alas hak atas tanah
terhadap pihak lain;

ancaman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh aparat yang
menerbitkan surat dasar kepemilikan (alas hak) diatas tanah
yang telah bersertifikat adalah tindak pidana pemalsuan surat

yang diatur dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi : “ Barang
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siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang
dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan
hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu
hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah
isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut
dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan
pidana penjara paling lama 6 tahun penjara;

pihak yang dalam penyidikan telah terbukti melakukan tindak
pidana sebagaimana yang disebutkan diatas maka akan
menjalani  pemeriksaan melalui persidangan setelah berkas
dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan dan untuk kemudian
dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai
kompetensi;

setelah melalui pemeriksaan lewat persidangan dan para
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
perbuatan ataupun tindak pidana berupa pemalsuan dokumen,
maka hakim dalam putusannya akan memberikan hukuman
penjara kepada para pelaku dengan jangka waktu tertentu yang
telah ditentukan; dan

apabila telah dijatuhkan putusan atas tindak pidana Pasal 263
KUHP dan putusan tersebut telah inkraht kepada para pihak

maka secara otomatis gugur serta dinyatakan tidak berlakunya
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lagi surat yang telah diterbitkan oleh pihak- pihak yang terkait
tersebut;

10. pihak pelapor yang dalam hal ini memenangkan gugatan dapat
memperoleh kembali tanah tersebut dari pihak yang terbukti
melakukan okupasi tanpa harus membayar ganti rugi kepada
pihak-pihak tersebut.

11. pihak pelapor yang telah menyelesaikan kasus yang menjadi
kendala dalam pelaksanaan perpanjangan Hak Guna Usaha
secara clear and clean dapat memohon kepada pihak Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi maupun Badan
Pertanahan Nasional untuk melanjutkan kembali pelaksanaan
perpanjangan jangka waktu yang sementara waktu berhenti
dengan menunjukkan ataupun meyerahkan salinan putusan
pengadilan negeri kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi maupun Badan Pertanahan Nasional.

Menurut penulis, penyelesaian secara hukum pidana seperti
dijelaskan diatas, dipilih olen PT. Sunnymas Prima Agung dibandingkan
penyelesaian secara hukum perdata ataupun secara tata usaha negara terhadap
para pihak yang terlibat dalam okuopasi lahan. Pemilihan jalur pidana tersebut
dikarenakan setelah putusan pengadilan mengadili pihak yang terlibat inkracht
maka putusan tersebut berlaku terhadap keseluruhan tindakan para pihak dan
menyebabkan timbulnya konsekuensi pada Surat Keterangan Tanah yang

diterbitkan menjadi tidak berlaku, hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 263
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KUHP terkait penerbitan surat ataupun dokumen palsu. Sehingga, penyelesaian
secara pidana lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan serta membawa efek
atau konsekuensi kepada para pihak yang terlibat maupun surat / dokumen

yang diterbitkan.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha PT.
Sunnymas Prima Agung yang terdapat kendala okupasi lahan disertai
dengan penerbitan Surat Keterangan Tanah tidak bisa dilaksanakan.
Penerbitan Surat Keterangan Tanah diatas tanah Hak Guna Usaha oleh
Kepala Desa mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepemilikan
yang mana merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang maupun
perbuatan melawan hukum serta telah terjadi cacat administrasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 107
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999, sehingga PT.
Sunnymas Prima Agung harus mengajukan permohonan pembatalan
Surat Keterangan Tanah dengan mengajukan permohonan kepada
pejabat atau pihak yang terkait.

2. Bahwa pelaksanaan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha PT.
Sunnymas Prima Agung tidak dapat dilaksanakan sesuai prosedur, hal
ini disebabkan salah satu syarat perpanjangan jangka waktu Hak Guna
Usaha yaitu dimanfaatkannya secara baik dan benar sesuai dengan
keadaan, sifat dan tujuan peruntukkan sebagian tanah Hak Guna

Usaha tersebut tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan okupasi
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masyarakat. Dalam hal ini ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan
Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 mengatur mengenai
persyaratan perpanjangan Hak Guna Usaha yang bersifat kumulatif,
sehingga menyebabkan pelaksanaan perpanjangan Hak Guna Usaha
hanya bisa dilanjutkan apabila seluruh syarat terpenuhi oleh pihak
pemohon yakni PT. Sunnymas Prima Agung dan dikabulkan oleh
pihak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional.

3. Bahwa penyelesaian kendala okupasi dalam pelaksanaan
perpanjangan Hak Guna Usaha PT. Sunnymas Prima Agung
dilakukan melalui jalur pidana dengan melaporkan pihak yang terlibat
dalam okupasi maupun penerbitan Surat Keterangan Tanah kepada
pihak berwajib atas pelanggaran Pasal 263 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana berkaitan penerbitan surat atau dokumen palsu serta
mengajukan permohonan pembatalan Surat Keterangan Tanah kepada
pejabat terkait, sehingga pelaksanaan perpanjangan jangka waktu Hak
Guna Usaha dapat dilaksanakan sesuai prosedur.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis

menyarankan sebagai berikut :

1. Terhadap badan hukum lebih memperhatikan peruntukkan Hak Guna
Usaha tersebut dan mengawasi secara berkala setiap wilayah objek
tanah Hak Guna Usaha yang diberi tanda batas agar tidak terjadi
penetapan tanah terlantar maupun kegiatan okupasi oleh masyarakat

ataupun pihak lain.
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2. Terhadap para masyarakat, pihak lain ataupun aparat kecamatan dan
kelurahan untuk tidak mudah melakukan kegiatan yang mengakibatkan
kerugian kepada pihak lain dan lebih berhati-hati sebelum melakukan
penggarapan lahan dengan melihat status kepemilikan lahan terlebih
dahulu.

3. Terhadap Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Kepulauan Riau dan Badan Pertanahan Nasional untuk selalu
melakukan pengawasan terhadap peruntukkan Hak Guna Usaha dalam
rangka mencegah tanah terlantar yang dapat diokupasi masyarakat serta
selalu memberikan pelayanan yang maksimal dalam melaksanakan
tahapan ataupun prosedur dari perpanjangan jangka waktu Hak Guna

Usaha.
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Hal : lzin Penelitian
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bersama ini kami memberikan izin kepada Mahasiswi tersebut untuk mengadakan
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Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
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